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1.1.

BAB |

PENDAHULUAN

Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan
sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI
Jakarta Tahun 2022 sebagai bentuk Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2022.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun
2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah
maka kepala daerah harus menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang terdiri dari:
a. Laporan Realisasi Anggaran
Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja,
surplus/defisit, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing dibandingkan
dengan anggarannya dalam satu periode tertentu.
b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo
Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
c. Neraca
Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan
ekuitas dana pada tanggal tertentu.
d. Laporan Operasional
Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan
penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan
pemerintahan dalam satu periode pelaporan.
e. Laporan Arus Kas
Laporan Arus Kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode
tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset non keuangan,
pembiayaan dan non keuangan.
f. Laporan Perubahan Ekuitas
Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun

pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
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1.2.

g. Catatan atas Laporan Keuangan (CalLK)
CalLK sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan, menyajikan informasi pos-

pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai.

Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022 disusun dengan maksud untuk
memenuhi kebutuhan informasi bagi pemangku kepentingan (masyarakat, DPRD, lembaga
pengawas, lembaga pemeriksa dan pemerintah pusat). Informasi yang dimaksud adalah informasi
mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI
Jakarta pada Tahun Anggaran 2022 serta menyajikan informasi yang bermanfaat bagi pengguna
dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan. Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI
Jakarta menyediakan informasi mengenai pendapatan, beban, belanja, surplus/defisit, pembiayaan,
kenaikan/penurunan saldo anggaran lebih, aset, kewajiban, ekuitas dana, kenaikan/penurunan
ekuitas dan arus kas. Informasi ini disajikan agar pengguna memiliki pengetahuan mengenai:

a. Kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;

b. Kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang
ditetapkan dan peraturan Perundang-undangan;

c. Jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
serta hasil-hasil yang telah dicapai;

d. Upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi
kebutuhan kas;

e. Posisi keuangan dan kondisi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkaitan dengan sumber-sumber
penerimaan, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan
pajak dan pinjaman; dan

f.  Perubahan posisi keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengenai kenaikan atau penurunan

sebagai akibat kegiatan yang dilakukan sampai dengan 31 Desember 2022.

Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);

d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 6757);
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Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6801);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor
9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6279);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2010
Nomor 5165);

. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6402);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi
Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerabh;
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1.3.

p. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2007, tentang Pokok-pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2007
Nomor 5);

g. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161
Tahun 2014;

r. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 162 Tahun 2013 tentang Pedoman
Penatausahaan Keuangan Daerabh;

s. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 160 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur
Akuntansi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Berbasis Akrual;

t. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 161 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi
Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 27 Tahun 2019;

u. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 154 Tahun 2018 tentang Bagan Akun Standar
Penyusunan Laporan Keuangan;

v. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 35 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian
Hibah Dan Bantuan Sosial;

w. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 148 Tahun 2018 tentang Tata Cara
Penghapusan Piutang Daerabh;

X. Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 1201 Tahun 2022 tentang Entitas Akuntansi
dan Entitas Akuntansi Penggabung Tahun Anggaran 2022;

y. Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Penyusunan Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 dan Rencana

Aksi Dalam Rangka Mempertahankan Predikat Wajar Tanpa Pengecualian.
Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan
keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai. Penyusunan CaLK Pemerintah Provinsi DKI
Jakarta Tahun 2022 dibagi ke dalam 7 (tujuh) Bab, terdiri dari:

BAB | . Berisi pendahuluan yang membahas maksud dan tujuan penyusunan laporan
keuangan, landasan hukum penyusunan laporan keuangan dan sistematika

penulisan Catatan atas Laporan Keuangan.

BAB I :  Memuat kondisi ekonomi makro, indikator kinerja utama, kebijakan keuangan,

perubahan proyeksi pendapatan, belanja, dan pembiayaan Tahun 2022.

BAB Il . Memuat ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan, hambatan dan kendala

yang dihadapi dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.
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BAB IV

BAB V

BAB VI

BAB VI

Membahas mengenai entitas pelaporan keuangan daerah, basis akuntansi yang
mendasari penyusunan laporan keuangan, basis pengukuran dan pengakuan yang
digunakan dalam penyusunan laporan keuangan, dan penerapan kebijakan
akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi
Pemerintahan (SAP).

Berisi rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos laporan keuangan yang terdiri
dari komponen-komponen laporan realisasi anggaran, komponen-komponen laporan
perubahan saldo anggaran lebih, komponen-komponen laporan operasional,
komponen-komponen laporan perubahan ekuitas, komponen-komponen neraca, dan

komponen-komponen laporan arus kas.
Berisi penjelasan atas informasi-informasi non-keuangan.

Berisi penutup yang memuat kesimpulan atas Catatan atas Laporan Keuangan Tahun
2022.
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2.1

BAB Il

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN

PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

Ekonomi Makro

Ekonomi makro dalam bentuk capaian kinerja makro yang menggambarkan keberhasilan

penyelenggaraan pemerintah daerah secara umum yang dihasilkan dari berbagai program yang

diselenggarakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Swasta, dan pihak terkait lainnya dalam

pembangunan di Provinsi DKI Jakarta. Capaian kinerja makro Provinsi DKI Jakarta dapat dilihat pada

tabel di bawah ini:

Tabel 2.1

Capaian Kinerja Makro Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

NO INDIKATOR KINERJA MAKRO CAPA'QONZIAHUN CAPAleO’\égAHUN %
1. Indeks Pembangunan Manusia 81,11 81,65 0,67
2. Angka Kemiskinan 4.67% 4.61% (1,28)
3. Angka Pengangguran 8,50% 7,18% (15,5)
4, Pertumbuhan Ekonomi 3,56% 5,25% 47,5
5. Pendapatan Per Kapita Rp 274.962.980,00 | Rp 298.359.570,00 8,51
6. Ketimpangan Pendapatan 0,411 0,412 0,24

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, diolah 2023

Penjelasan atas capaian kinerja makro Provinsi DKI Jakarta dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indeks yang digunakan untuk mengukur

kualitas hidup penduduk di suatu negara atau daerah. Nilai IPM berfungsi sebagai indikator

penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (Badan

Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, 2022) yakni dengan menjelaskan bagaimana penduduk

dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh kesehatan, pendidikan, dan

pendapatan. Indeks ini dibentuk oleh tiga dimensi dasar yaitu:

1) Umur panjang dan hidup sehat yang digambarkan oleh Umur Harapan Hidup (UHH) saat

lahir yakni rata-rata usia yang dapat dicapai oleh bayi sesuai kondisinya pada saat lahir;

2) Pengetahuan yang diukur berdasarkan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama

Sekolah (HLS). RLS merupakan rata-rata lamanya pendidikan formal yang dijalani oleh

penduduk usia 25 tahun ke atas, sedangkan HLS menggambarkan harapan atas rata- rata

lamanya pendidikan formal yang dapat dienyam oleh penduduk sejak usia tujuh tahun ke

atas; dan

3) Standar hidup layak yang diperoleh dari besar pengeluaran per kapita yang disesuaikan -

Purchasing power parity (PPP).

Data IPM Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022 bersumber dari Publikasi Badan Pusat Statistik
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Provinsi DKI Jakarta yang berjudul Indeks Pembangunan Manusia Provinsi DKI Jakarta 2022
yang dirilis pada 23 Desember 2022. IPM Provinsi DKI Jakarta tahun 2022 tercatat sebesar 81,65
atau meningkat 0,67% dibandingkan tahun 2021 dengan status pembangunan manusia sangat
tinggi (IPM = 80) dan menjadi Provinsi dengan kualitas hidup penduduk tertinggi di Indonesia.
Selama kurun waktu 2018-2022, IPM Provinsi DKI Jakarta mengalami pertumbuhan hingga
1,47%. dimana pada 2018 tercatat sebesar 80,47 dan meningkat 1,18 poin menjadi 81,65 pada
2022. Setelah terjadi perlambatan pertumbuhan pada tahun 2020 dikarenakan pandemi Covid-
19, yakni hanya tumbuh 0,01%. pertumbuhan IPM Provinsi DKI Jakarta kembali menguat pada
tahun 2021 dan 2022. Hal ini didorong oleh penanganan pandemi yang berjalan baik dan
pemulihan ekonomi yang terus berlanjut sehingga pembangunan manusia Jakarta menjadi lebih
baik.
Grafik 2.1
Tren Indeks Pembangunan Manusia DKI Jakarta Periode 2018-2022

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) DKI Jakarta dan
Indonesia, 2018-2022
80,47 80,76 80,77 81,11 81,65
o — *— ife—.
71,39 71,92 71,94 72,29 72,91
2018 2019 2020 2021 2022
=®=DKl Jakarta =@-Indonesia

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, diolah 2023

Tren Indeks Pembangunan Manusia DKI Jakarta selama periode 2018-2022 menunjukkan
pertumbuhan hingga 1,18 poin dan terus berada di atas rata-rata IPM Nasional (BPS Provinsi
DKI Jakarta, 2023).

b. AngkaKemiskinan
Penjabaran angka kemiskinan di Provinsi DKI Jakarta tahun 2022 menggunakan data persentase
penduduk miskin Provinsi DKI Jakarta yang bersumber dari Berita Resmi Statistik yang
dipublikasi oleh Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta setiap bulan Maret dan September.
Data terakhir yang dipublikasi oleh BPS adalah data periode sampai dengan September 2022
yang dipublikasi pada tanggal 16 Januari 2023. Rumus perhitungan persentase penduduk miskin
Provinsi DKI Jakarta adalah jumlah penduduk Provinsi DKI Jakarta yang hidup di bawah garis
kemiskinan (yang didapat berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Indonesia) dibagi jumlah total

penduduk Provinsi DKI Jakarta dikali 100%. Garis Kemiskinan (GK) mencerminkan nilai rupiah
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pengeluaran minimum yang diperlukan seseorang untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya,
baik kebutuhan makanan maupun non-makanan. Persentase penduduk miskin Provinsi DKI
Jakarta per September 2022 berada di angka 4,61% atau menurun 1,28% dibandingkan angka
tahun 2021 di bulan yang sama yakni sebesar 4,67 %.

Tren angka kemiskinan DKI Jakarta dalam kurun waktu dua tahun sejak pandemi menunjukkan
peningkatan yang signifikan yaitu dari 3,42% pada September 2019 menjadi 4,53 % pada
September 2020 dan 4,67% pada September 2021. Angka kemiskinan baru menunjukkan
penurunan pada September 2022 dengan 4,61%. Angka kemiskinan baru menunjukkan
penurunan pada September 2022 dengan 4,61% yang disajikan dalam grafik berikut:

Grafik 2.2
Tren Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di DKI Jakarta Periode 2019-2022

r T

MARET  SEPT  MARET  SEPT  MARET  SEPT  MARET  SEPT
2019 2019 2020 2020 2021 2021 2022 2022

mmmmmm PENDUDUK MISKIN (RATUS RIBU ORANG] sl PERSENTASE (PD)

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, diolah 2023

Tren jumlah dan persentase penduduk miskin di DKI Jakarta selama periode 2019-2022
menunjukkan peningkatan signifikan mulai Maret 2020 dikarenakan pandemi Covid-19. Angka
kemiskinan tertinggi terukur pada Maret 2021 sebesar 4,72% dan setelahnya bergerak fluktuatif
dengan kondisi akhir 4,61% di September 2022 (Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta,
2023).

c. AngkaPengangguran
Pengukuran angka pengangguran di Provinsi DKI Jakarta menggunakan data Tingkat
Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi DKI Jakarta. Berdasarkan laman resmi BPS Provinsi DKI
Jakarta, tingkat pengangguran terbuka didefinisikan sebagai persentase jumlah pengangguran
terhadap jumlah angkatan kerja. Angkatan kerja dan pengangguran didefinisikan sebagai berikut:
1) Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja atau punya

pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran (Badan Pusat Statistik
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Provinsi DKI Jakarta, 2022);
2) Pengangguran adalah:

a. penduduk yang aktif mencari pekerjaan;

b. penduduk yang sedang mempersiapkan usaha/pekerjaan baru;

c. penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapat

pekerjaan; dan
d. kelompok penduduk yang tidak aktif mencari pekerjaan dengan alasan sudah
mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.
Dalam laman resmi Situs Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta (2022), dijabarkan bahwa
TPT menunjukkan kemampuan ekonomi suatu daerah untuk menciptakan lapangan kerja yang
mampu menyerap tenaga kerja yang ada. Semakin tinggi nilai TPT di suatu daerah artinya
semakin banyak persediaan tenaga kerja yang tidak termanfaatkan di daerah tersebut. Oleh
karena itu, menurunnya nilai TPT Provinsi DKI Jakarta di 2022, yakni dari 8,5% di 2021 menjadi
7,18% di 2022, menunjukkan semakin banyaknya suplai tenaga kerja yang termanfaatkan di
Provinsi DKI Jakarta pada 2022. Terdapat sembilan sektor pekerjaan yang mengalami
peningkatan tenaga kerja, yakni sektor listrik dan gas, sektor konstruksi, sektor pengangkutan
dan pergudangan, sektor akomodasi dan makan minum, sektor informasi dan komunikasi, sektor
keuangan dan asuransi, sektor real estate, sektor jasa perusahaan, dan sektor jasa pendidikan.
Tren Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi DKI Jakarta selama periode 2019-2022
disajikan dalam grafik berikut:
Grafik 2.3
Tren Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi DKI Jakarta

Periode 2019-2022
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Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, diolah 2023
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Tren Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi DKI Jakarta selama periode 2019-2022
menunjukkan peningkatan 4,41% poin pada 2020 dan terus menurun hingga 2022 dengan
tingkat penurunan sebesar 1,31% poin dibanding tahun 2021 (Badan Pusat Statistik Provinsi DKI
Jakarta, 2023).

Pertumbuhan Ekonomi

Peningkatan aktivitas dan mobilitas masyarakat yang terus membaik menjadi pendorong utama
tumbuhnya perekonomian Jakarta. Kondisi ini berdampak pada meningkatnya permintaan
agregat baik dari domestik maupun luar negeri. Meskipun demikian, kenaikan harga komoditas
dan perlambatan ekonomi global masih menahan percepatan ekonomi Jakarta.

Pada tahun 2022, ekonomi Jakarta tumbuh 5,25%. menguat dibanding tahun 2021 yang tumbuh
3,56 %. Dari sisi pengeluaran, hampir seluruh komponen meningkat kecuali Pengeluaran
Konsumsi Pemerintah (PKP) mengalami kontraksi. Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Ekspor
dan Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non-Profit (PKLNPRT). Dari sisi produksi, Lapangan
usaha Jasa Lainnya mencatat pertumbuhan tertinggi diikuti oleh Penyediaan Akomodasi dan
Makan Minum; dan Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Triwulanan C-to-C Tahun 2022 disajikan dalam grafik berikut:

Grafik 2.4

Grafik Laju Pertumbuhan Ekonomi per Triwulan
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6,15
5,77 579 582 . ey 541 539 525

41 353 356

-7 9194

1
2,47 -2,3

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 O3 04 a1 Q2 Q3 04 Q1 Q2 Q3 o4
2019 2020 2021 2022

Sumber: BPS Provinsi DKI Jakarta, 2023
Sepanjang tahun 2022, Jasa Lainnya tumbuh paling tinggi sebesar 15,27 %. Tingginya mobilitas
masyarakat berdampak pada meningkatnya aktivitas hiburan dan pariwisata di Jakarta.
Pertumbuhan tertinggi ke-2 adalah Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 9,31 %.
Capaian ini didukung oleh meningkatnya rata-rata Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel di
Jakarta dan peningkatan aktivitas makan minum di restoran. Berikutnya adalah Jasa Kesehatan
dan Kegiatan Sosial yang tumbuh sebesar 9,28 %. Capaian ini dapat dilihat dari meningkatnya

jumlah pasien yang berobat. Kategori yang mengalami kontraksi antara lain Pertambangan dan
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Penggalian; Pengadaan Listrik, Gas; dan Jasa Pendidikan. Kontraksi terbesar terjadi pada

Pertambangan dan Penggalian sebesar minus 5,42 %. Struktur dan Pertumbuhan PDRB

Menurut Lapangan Usaha Tahun 2022 disajikan melalui grafik berikut.

Grafik 2.5

Struktur dan Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha Tahun 2022 (%)
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Sumber: BPS Provinsi DKI Jakarta, 2023

Pendapatan Per Kapita

Indikator pendapatan per kapita digunakan untuk menilai kesejahteraan suatu daerah secara
agregat. Terdapat beberapa pendekatan (proxy) yang dapat digunakan untuk mengukur
pendapatan per kapita suatu daerah dimana pendekatan yang paling sering digunakan adalah
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita. PDRB per kapita mencerminkan rata-rata
nilai tambah yang dihasilkan oleh aktivitas yang dilakukan oleh setiap penduduk pada suatu
wilayah. Data yang digunakan untuk mengukur PDRB per kapita Provinsi DKI Jakarta tahun 2021
dan 2022 pada dokumen ini merupakan PDRB atas dasar harga berlaku yang bersumber dari
Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta (2023).

Pengukuran PDRB per kapita dilakukan dengan membagi nilai PDRB dengan jumlah penduduk

pertengahan tahun dalam suatu wilayah per periode tertentu. Pada 2022, PDRB per kapita
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tercatat sebesar 298,36 juta rupiah atau meningkat 8,51% dibandingkan tahun 2021.
Pendapatan per kapita Provinsi DKI Jakarta terus meningkat sejak tahun 2018, meskipun sempat
mengalami penurunan karena pandemi Covid-19. PDRB per Kapita atas Dasar Harga Berlaku

dalam juta rupiah selama periode 2018-2022 disajikan dalam grafik berikut:

Grafik 2.6
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per Kapita

atas Dasar Harga Berlaku dalam Juta Rupiah
Periode 2018-2022
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Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, diolah 2023

PDRB per Kapita atas Dasar Harga Berlaku dalam juta rupiah selama periode 2018-2022
menunjukkan tren meningkat meskipun sempat turun pada 2020 dikarenakan pandemi Covid-19
(Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, 2023).

Ketimpangan Pendapatan

Pengukuran ketimpangan distribusi pendapatan di Provinsi DKI Jakarta pada 2021 dan 2022
menggunakan Indeks Rasio Gini yang dirilis oleh BPS Provinsi DKI Jakarta setiap bulan Maret
dan September. Data terakhir yang dipublikasi oleh BPS adalah data periode sampai dengan
September 2022 yang dipublikasi pada tanggal 16 Januari 2023. Nilai Rasio Gini berkisar antara
0 hingga 1 dimana nilai yang semakin mendekati 1 mengindikasikan tingkat ketimpangan yang
semakin tinggi. Sebaliknya, Rasio Gini yang semakin mendekati nilai 0, semakin menunjukkan
adanya pemerataan pendapatan. Nilai 0 pada Rasio Gini menggambarkan kesetaraan yang
sempurna, artinya setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Sedangkan, Rasio Gini bernilai
1 menunjukkan ketimpangan yang sempurna dimana satu orang dapat memiliki semua
pendapatan sementara yang lainnya tidak memiliki apapun. Tren Indeks Rasio Gini Provinsi DKI
Jakarta periode Tahun 2017-2022 disajikan dalam grafik berikut:
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Grafik 2.7

Tren Indeks Rasio Gini Provinsi DKI Jakarta
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Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, diolah 2023

Tren Indeks Rasio Gini Provinsi DKI Jakarta (garis biru) secara umum berada di atas tren Indeks
Rasio Gini Nasional (garis oranye) selama periode 2017-2022. Artinya, ketimpangan pendapatan
di wilayah DKI Jakarta umumnya lebih besar dibandingkan kondisi nasional. Penurunan Rasio
Gini di DKI Jakarta terjadi dalam kurun 2017-2018 kemudian terus meningkat hingga 2022
(Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, 2023).

Indeks Rasio Gini Provinsi DKI Jakarta per September 2022 sebesar 0,412 atau naik 0,001 poin
apabila dibandingkan dengan periode September 2021. Angka ini menunjukkan adanya
peningkatan atas kondisi ketimpangan pendapatan di wilayah DKI Jakarta. Ketimpangan
pendapatan di wilayah Provinsi DKI Jakarta juga lebih tinggi jika dibandingkan dengan
ketimpangan pendapatan yang terjadi secara nasional. Hal ini ditunjukkan dengan nilai Rasio
Gini Provinsi DKI Jakarta yang selalu berada di atas nilai Rasio Gini Nasional selama periode
2017-2022.

g. Inflasi

Sejak awal tahun hingga mendekati penghujung tahun 2022, inflasi bulanan Jakarta secara year
on year (yoy) menunjukkan fluktuasi dengan trend meningkat. Puncak inflasi tahun 2022 terjadi
pada bulan September dimana tingkat inflasi mencapai 4,61 %. Tingkat inflasi menjelang akhir
tahun mulai terkendali dan meskipun di akhir tahun, inflasi Jakarta kembali naik. Inflasi pada
Desember 2022 tahun ke tahun (yoy) tercatat sebesar 4,21%. naik 0,10% poin dibandingkan
bulan sebelumnya. Kenaikan inflasi ini dikarenakan indeks harga sejumlah barang dan jasa
terpantau meningkat menjelang Natal, tahun baru dan liburan sekolah. Realisasi inflasi Provinsi
DKI Jakarta Tahun 2022 disajikan pada grafik berikut:
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Grafik 2.8

Realisasi Inflasi Provinsi DKI Jakarta tahun 2022
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Sumber: Badan Pusat Statistik DKI Jakarta, 2022

Komoditas utama penyumbang inflasi tahun ini diantaranya bensin, bahan bakar rumah tangga,
dan kontrak rumah. Namun atas kebijakan Pemerintah menaikan harga bensin, kucuran berbagai
jenis bantuan sosial baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi pada akhirnya
berkontribusi dalam menjaga tingkat konsumsi masyarakat. Peningkatan harga bensin
mendorong kelompok pengeluaran transportasi menjadi kelompok penyumbang inflasi tertinggi.
Sementara bahan bakar rumah tangga dan kontrak rumah membuat andil inflasi kelompok
perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga cukup tinggi.

Bila dilihat dari besaran andil terhadap inflasi umum, secara year on year (yoy), kelompok
transportasi merupakan penyumbang inflasi tertinggi. Sumbangan inflasi kelompok ini mencapai
1,54% dipicu kenaikan harga bensin (1,049%), jasa angkutan udara (0,250%), dan jasa angkutan
dalam kota (0,081%). Di posisi kedua, terdapat kelompok makanan, minuman, dan tembakau
yang memberikan kontribusi cukup tinggi yaitu 0,81%. Pemicu utama inflasi pada kelompok ini
yaitu komoditas rokok kretek filter (0,082%), telur ayam ras (0,08%), dan beras (0,051%).
Komoditas pada kelompok ini seringkali mengalami kenaikan harga karena keterbatasan
pasokan maupun peningkatan permintaan. Di urutan berikutnya, terdapat kelompok perumahan,
air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga yang memberikan sumbangan inflasi 0,8%. Tingginya
andil inflasi komoditas bahan bakar rumah tangga (0,292%), kontrak rumah (0,284%), dan sewa
rumah (0,142%) menjadi pendorong utama inflasi pada kelompok ini.

Dibandingkan kota-kota lain di Indonesia, inflasi Jakarta (yoy) relatif cukup rendah. Jakarta
menempati peringkat ke-83 dari 90 kota dengan urutan inflasi tertinggi, artinya ada 82 kota
dengan inflasi lebih tinggi dari Jakarta dan hanya 7 kota yang inflasi lebih rendah dari Jakarta.
Sementara itu, di antara kota-kota satelit, inflasi Jakarta merupakan yang terendah. Pasalnya,
empat kota di sekitar Jakarta mengalami inflasi lebih tinggi yaitu Depok (6,06%), Bogor (5,82%),

Bekasi (5,37%), dan Tangerang (4,56%). Hal ini menunjukkan bahwa meski terjadi peningkatan
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inflasi di Jakarta, namun masih relatif terkendali.

Dalam rangka mengendalikan inflasi dengan cara menjaga kestabilan harga, memastikan

ketersediaan stok dan pasokan komoditas pangan strategis, memperlancar distribusi pangan,

membangun komunikasi efektif dan memperluas cakupan kerja sama antar daerah, Pemerintah

Provinsi DKI Jakarta melakukan beberapa upaya di antaranya:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7

Melaksanakan monitoring langsung ke lapangan untuk mengecek harga, ketersediaan,
produksi dan distribusi kebutuhan bahan pangan.

Melakukan kerja sama dengan Pemerintah Daerah yang memiliki surplus komoditas pangan
dalam rangka menjaga stabilitas harga dan ketersediaan di daerah baik secara B2B maupun
G2G.

Melakukan pasar murah, bazar murah atau kegiatan Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi
Harga (KPSH).

Melibatkan berbagai stakeholder terkait seperti kepolisian, kejaksaan, TNI, BPKP, Tim
Penggerak PKK dalam melaksanakan upaya pengendalian inflasi di daerah.

Melakukan inovasi dalam menjaga ketersediaan bahan pangan di daerah melalui berbagai
kegiatan misalnya swadaya masyarakat Gerakan menanam tanaman pangan.

Melakukan koordinasi dan komunikasi secara intensif serta cepat dengan berbagai
stakeholder melalui pemanfaatan teknologi dan informasi misalnya membuat grup whatsapp
untuk memberikan laporan secara rutin yang bertingkat dan berjenjang.

Menjaga daya beli masyarakat dengan terus melanjutkan berbagai program jaring

pengaman sosial.

Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi DKI Jakarta telah melaksanakan kegiatan untuk

mengendalikan inflasi diantaranya yaitu :

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Penerbitan Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 1119 Tahun 2022 tentang Tim
Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).

Pemantauan Harga dan Stok Pangan di Pasar Menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional
(HBKN) Natal 2022 dan Tahun Baru 2023, pada 6 Desember 2022 di 2 lokasi Pasar Induk
Kramat Jati.

Partisipasi pada Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi di Daerah yang Diselenggarakan
Kementerian Dalam Negeri RI hari Senin, 21 November 2022, Pj. Gubernur menjelaskan
best practices sebagai salah satu daerah dengan tingkat inflasi terendah di Indonesia.
Kegiatan Monitoring Penyaluran Beras Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga
(KPSH), dilaksanakan di Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta Timur pada 7 November
2022.

Pendistribusian Program Pangan Bersubsidi, Pj. Gubernur dalam kunjungan kerja ke
Jakgrosir Pasar Induk Kramat Jati tanggal 6 Desember 2022, turut memantau
pendistribusian pangan bersubsidi kepada masyarakat.

High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Tujuan HLM TPID diadakan
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yaitu membahas perkembangan perekonomian, inflasi 2022, prospek inflasi 2023, upaya
pengendalian inflasi dan membahas kesiapan menyambut HBKN (Hari Besar Keagamaan
Nasional) Natal 2022 dan Tahun Baru 2023.

h. Kinerja Belanja Urusan Pemerintah Wajib yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

Kinerja belanja Urusan pemerintah wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar adalah
sebesar 56,55% dari total belanja keseluruhan sebesar Rp64.865.121.220.296,00 yang terdiri
atas urusan Pendidikan sebesar 22,51%, urusan Kesehatan sebesar 15,88%, urusan Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang sebesar 9,73%, urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman sebesar 2,30%, urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan

Masyarakat sebesar 3,82%, dan urusan Sosial sebesar 2,31%. Kinerja belanja urusan

pemerintah wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 2.2

Tabel Angggaran dan Realisasi Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar

Tahun 2022

(dalam rupiah)

Tahun Anggaran 2022

% Terhadap

No Urusan Pemerintah Daerah % Total
Anggaran Realisasi Belanja
5

1 2 3 4 (4:3) 6
URUSAN PEMERINTAHAN

| WAJIB YANG BERKAITAN 39.585.151.647.129 36.678.217.311.939 92,66 56,55
DENGAN PELAYANAN DASAR

1 Pendidikan 15.032.362.426.253 14.602.299.770.054 97,14 22,51

2 Kesehatan 11.365.330.452.829 10.301.374.267.406 | 90,64 15,88

3 ;ﬁ';f]gaa” Umum dan Penataan 7.192.368.081.266 6.310.168.623.077 | 87,73 9,73

4 | Perumahan Rakyat dan Kawasan 1.712.120.401.012 1.489.036.499.006 | 86,97 2,30
Permukiman
Ketentraman dan  Ketertiban

5 Umum Serta Perlindungan 2.701.353.022.416 2.476.134.210.797 91,66 3,82
Masyarakat

6 Sosial 1.581.617.263.353 1.499.203.941.599 94,79 2,31

Sumber: BPKD Provinsi DKI Jakarta, 2022

Penjelasan lebih lanjut mengenai anggaran dan realisasi belanja urusan Pemerintahan Wajib

Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar dijelaskan pada CalLK 5.1.2.2 Klasifikasi Urusan.

2.2 Indikator Kinerja Utama

Capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan merupakan gambaran dari keberhasilan
daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
berdasarkan peraturan Perundang-undangan tentang Pemerintahan Daerah. Salah satu capaian

kinerja Pemerintah Daerah diukur dengan akuntabilitas kinerja. Nilai akuntabilitas kinerja diperoleh
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dengan membandingkan antara realisasi capaian dengan target Indikator Kinerja Utama (IKU)

Sasaran Strategis.

Akuntabilitas kinerja adalah bentuk dari transparansi capaian keberhasilan Pemerintah Daerah
Provinsi DKI Jakarta kepada masyarakat dalam masa 1 (satu) periode. Adapun manfaat dari
pengukuran capaian kinerja yaitu memberikan kepada para pihak internal pemerintah maupun
eksternal tentang pelaksanaan program-program yang mendukung misi organisasi dalam rangka
mewujudkan tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Capaian dari target kinerja menjadi tolak ukur
realisasi program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang ditetapkan dalam Keputusan Gubernur
Nomor 131 Tahun 2022 tentang Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta Tahun 2022.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mempunyai 28 Sasaran dan 38 Indikator Kinerja Sasaran dalam
Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022 yang ditetapkan dalam Keputusan
Gubernur NO/131/2022 tentang Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta Tahun 2022.

Realisasi capaian akuntabilitas kinerja Tahun 2022 dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022 dari 38 indikator kinerja yang diperjanjikan pada tahun
2022, sebanyak 22 (dua puluh dua) indikator terealisasi sesuai atau melebihi target kinerja, 13 (tiga
belas) indikator belum tercapai sesuai target yang ditetapkan, serta realisasi 3 (tiga) indikator masih
dalam proses penilaian Pemerintahan Pusat, hal tersebut secara rinci disajikan pada tabel sebagai
berikut:

Tabel 2.3
Tabel Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Target Perjanjian Kinerja
Tahun 2022
INDIKATOR KINERJA SATUAN
NO SASARAN NO UTAMA (IKU) TARGET REALISASI | CAPAIAN
1 2 3 4 5 6 7 8 (7;5)
1 MEYVUJUdk?\n kqta aman, 1 Indgks potensi kerawanan 22,47 Nilai 18,98 118,38%
tertib dan inklusif sosial
2 | Terwujudnya Jakarta Kota | 2 Indeks kesiapsiagaan
Tangguh Bencana pelayanan kebencanaan 6,45 Nilai 7,32 113,48%
daerah
3 Terwujudnya 3 Indeks Pembangunan
pembangunan kota yang Gender 96,2 Nilai N/A i
setara gender serta ramah
perempuan dan anak
4 Prevalensi kekerasan
terhadap perempuan dan 32,4 Persen 34,4 93,83%
anak
4 Mewujudkan manusia | 5 Indeks Pembangunan
sehat, cerdas dan Manusia 81,6 Nilai 81,65 100,06%
berkarya
5 Te.rWUJudnya keluarga 6 Total Fertility Rate 2,29 Nilai 222 103,05%
sejahtera
Meningk ki 7 | Tingk
6 ernng atnya gng atan ingkat pengangguran 8.2 Persen 718 112.44%
kerja yang adaptif secara terbuka
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INDIKATOR KINERJA SATUAN
NO SASARAN NO UTAMA (IKU) TARGET REALISASI | CAPAIAN
1 2 3 4 5 6 7 8(7;5)
digital dan dapat terserap
dalam pasar kerja
7 Meningkatnya 8 | Jumlah peningkatan
kewwagsahaan baru yang pelaku kewirausahaan 146.552 wirausaha 52823 113.47%
berbasis pengalaman dan
nilai tambah
8 Tersedianya stok 9 Indeks Ketahanan Pangan
kebutuhan pangan yang 78,89 nilai 80,23 101,70
berbasis pengalaman dan
nilai tambah
9 | Terlaksananya 10 | Tingkat kemiskinan
pengentasan kemiskinan 3,45 Persen 4,61 74,83%
bagi seluruh masyarakat
10 Menlngkatnya. - 11 | Realisasi nilai investasi 1245 Trlllyn 143 114.8%
pertumbuhan investasi Rupiah
11 | Meningkatnya fungsi dan | 12 | Jumlah titik genangan
pengelolagn |nfra§truktur banijir 0 titik 1 93,33%
pengendalian banjir dan
abrasi
12 | Meningkatnya akses | 13 | Cakupan pelayanan air
sanitasi layak dan bersih 64 Persen 65,41% 102,20%
berkelanjutan
14| Cakupan pelayanan air |, ,q Persen 20,59% | 96,87%
limbah
15 | Persentase  penurunan 26 Persen 26,01 100,04%
volume sampah di kota
13 | Terwujudnya sarana dan | 16 | Jumlah titik macet
prasarana  transportasi
yang aman, memadai,
modern, terintegrasi, 0 Titik 0 100%
ramah lingkungan dan
terjangkau bagi semua
warga jakarta
17 | Persentase perjalanan
penduduk menggunakan
sarana kendaraan 20 Persen 18,45 92,25%
bermotor umum (public
transportation modal
share)
14 | Meningkatnya 18 | Persentase penyediaan
pemanfaatan energi dan energi dan
ketenagalistrikan secara ketenagalistrikan yang
aman, andal dan berkelanjutan 0,15 Persen 0,32 213,3%
berkelanjutan untuk
mendukung
pembangunan kota
15 | Tersedianya hunian yang | 19 | Jumlah backlog hunian
layak dan terjangkau bagi
seluruh lapisan 279.355 Unit 280.489 99,59%
masyarakat
16 | Meningkatnya kesesuaian | 20 | Persentase penurunan
pemanfaatan ruang pemanfaatan ruang yang 27 Persen 20,54 123.93%
dengan rencana tata tidak  sesuai  dengan
ruang rencana
17 | Meningkatnya 21 | Indeks profesionalitas N/A
profesmnahsme dan iklim ASN 9 Nilai (Masih )
kerja aparatur dalam
proses
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INDIKATOR KINERJA SATUAN
NO SASARAN NO UTAMA (IKU) TARGET REALISASI | CAPAIAN
1 2 3 4 5 6 7 8(7;5)
penilaian
BKN)
22 | Persentase sarana dan
prasarana aparatur yang 60 Persen 60,10 100,17%
sesuai standar
18 | Terwujudnya tata kelola | 23 | Nilai/ Predikat AKIP
pemerintahan yang taktis
dan adaptif berbasis data, AA(91) | Predikat 80,51 88,47%
serta model organisasi
pemerintahan yang
dinamis
24 | Indeks Kepuasan | gg 5 Nilai 90,43 102,18%
Masyarakat
25 | Indeks Reformasi Birokrasi 91 Nilai 78,98 86,79%
26 | Skor EKPPD 3,3 Nilai N/A -
27 | Opini Laporan Keuangan WTP Predikat WTP 100%
Daerah
28 | Persentase perangkat
daerah yang telah
menggunakan sandi 100 Persen 100 100%
dalam komunikasi
perangkat daerah
19 | Terwujudnya tata kelola | 29 | Indeks SPBE
pemerintahan dan
keuangan daerah yang 3,35 Nilai 3,67 109,6%
transparan, akuntabel
serta berbasis teknologi
informasi
20 | Terbangunnya kota yang | 30 | Indeks Kualitas
berwawasan tata ruang Lingkungan Hidup
dan lingkungan sebagai 52,5 Nilai 54,65 104,09%
perwujudan kota yang
berkelanjutan dan lestari
21 | Meningkatnya kuantitas | 31 | Penambahan Ration RTH
dan kualitas Ruang
Terbuka Hijau (RTH) yang 0,0181 Persen 0,0049 27%
adaptif
22 | Melambatnya penurunan | 32 | Tingkat penurunan
permukaan tanah permukaan tanah (land 3,87% Centimeter 3,9% 99,22%
subsidence)
23 | Terwujudnya kawasan | 33 | Jumlah kawasan
perkotaan yang layak permukiman kumuh
hunl,”tertata rapi dan 23 RW 2 101,30%
mandiri berkelanjutan,
berikut sarana prasarana
pendukungnya
24 | Terwujudnya 34 | Jumlah inovasi yang layak
pengembangan yang diikutsertakan dalam
terus menerus terhadap lomba berskala nasional
kualitas penelitian, 2 Inovasi 82 4100%
penciptaan dan inovasi
yang hasilnya mudah
digunakan oleh
masyarakat
25 | Menjadikan jakarta | 35 | Indeks Demokrasi
sebagai  kota  yang 88,79 Nilai 82,08 92,44%
menghargai dan
menghormati
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2.3

INDIKATOR KINERJA SATUAN
NO SASARAN NO UTAMA (IKU) TARGET REALISASI | CAPAIAN
1 2 3 4 5 6 7 8(7;5)
keanekaragaman sosial,
agama dan ras
26 | Terwujudnya jakarta | 36 | Jumlah wisatawan
sebagai kota twjuan wisata 6.792.774 | Orang | 19.367.515 | 285,12%
yang berdaya saing
internasional
27 | Terwujudnya pelestarian | 37 | Jumlah pertunjukan seni
kebudayaan dan budaya baru/kreatif 14 Event 20 142,85%
dan inovatif
28 | Terwujudnya pelestarian | 38 nglah ca.gar budaya yang 10 objek 10 100%
cagar budaya dikonversi
Sumber: Data Capaian Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022,

diolah Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

Kebijakan Keuangan

23.1

Kebijakan Pendapatan Daerah

Kebijakan pendapatan daerah meliputi kebijakan pajak daerah, retribusi daerah, hasil

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain lain pendapatan asli daerah yang sah,

dana perimbangan serta lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Beberapa arah kebijakan Pendapatan Daerah dapat dijelaskan sebagai berikut.
2.3.1.1 Kebijakan Pajak Daerah
Perubahan Peraturan Gubernur terhadap Pajak Daerah:

a.

Implementasi Peraturan Gubernur Nomor 94 Tahun 2021 tentang Nilai

Perolehan Air Tanah Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Air Tanah pada

semester Il 2022.

Implementasi Pergub Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas

Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2014 tentang Penetapan Nilai Sewa

Reklame Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Reklame pada semester 11 2022.

Pemberlakukan Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2022 tentang

Kebijakan Penetapan dan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan

Perdesaan dan Perkotaan Sebagai Upaya Pemulihan Ekonomi Tahun 2022.

Strategi Pajak Daerah: Intensifikasi

1) Pengembangan Digitalisasi Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah.

2) Pemutakhiran data melalui fiscal cadaster / sensus pajak daerah untuk
pemetaan data potensi dan data intelijen pajak daerah.

3) Penyempurnaan data subjek dan objek pajak daerah.

4) Pemeriksaan terhadap Wajib Pajak Self-Assessment dengan
menggunakan perhitungan data potensi dan data intelijen pajak daerah.

5) Law enforcement/penegakan hukum dalam proses penagihan piutang

dan cleansing data piutang pajak daerah.
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6)

7)

Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan:

a) Peningkatan SDM yang adaptif dan memiliki kapasitas digital.

b) Peningkatan integritas SDM.

¢) Penambahan SDM pada JFU tertentu.

d) Pembangunan, pembenahan, perluasan & sosialisasi pelayanan
berbasis digital.

Peningkatan koordinasi kelembagaan:

a) Koordinasi dalam rangka pemungutan Pajak Daerah (Tax
Clearance).

b) Koordinasi dalam rangka Law Enforcement.

¢) Koordinasi dalam rangka pendataan dan pengawasan penggunaan
air tanah melalui penambahan SDM atas petugas catat meter air.

d) Koordinasi dalam rangka Sosialisasi Pajak Daerah kepada Wajib
Pajak.

e) Koordinasi dalam rangka integrasi sistem basis data melalui Jakarta
Satu (One Map, One Data, One Policy).

f)  Koordinasi dalam rangka transformasi digital bekerjasama dengan

Diskominfotik melalui mobile apps Jaki (Jakarta Kini).

e. Strategi Pajak Daerah: Ekstensifikasi:

1)

2)
3)
4)

Pertumbuhan kendaraan bermotor baru (Kbm Baru) secara nasional
sebesar 900.000Kbm roda 4 dan 5.400.000 Kbm roda 2.

Pertumbuhan penjualan properti meningkat

Stabilitas harga Bahan Bakar Minyak (BBM)

Pengukuhan wajib pajak baru berdasarkan pemutakhiran data melalui

fiscal cadaster/ sensus pajak daerah, pendataan, dan startup.

2.3.1.2 Kebijakan Retribusi Daerah

Retribusi

Daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa

atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh

pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Beberapa hal yang mempengaruhi kebijakan retribusi daerah, sebagai berikut:

a. Kebijakan dalam rangka optimalisasi penerimaan Retribusi Daerah, antara

lain:
1)

2)

3)

Pengembangan aplikasi sistem pemungutan Retribusi Daerah secara
elektronik (e-retribusi);

Menerapkan Banking System dalam melakukan pembayaran Retribusi
Daerah;

Menerapkan transaksi non tunai;
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4) Memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat atau wajib
Retribusi Daerah melalui layanan perizinan online dan layanan antar
jemput perizinan (AJIB), yang dilaksanakan melalui Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP);

5) Penggalian potensi berupa objek baru retribusi yang berada di SKPD
pemungut;

6) Penyesuaian tarif terhadap objek retribusi yang ada saat ini.

b. Kebijakan yang berpengaruh terhadap kemungkinan penurunan capaian
terhadap penerimaan retribusi daerah, antara lain:

1) Pemberian keringanan retribusi daerah dan/atau penghapusan sanksi
administratif kepada wajib retribusi yang terdampak bencana nasional
COVID 19 sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 87 Tahun 2021;

2) Penutupan seluruh/sebagian lokasi wisata, bangunan, dan taman yang
dikelola oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dilakukan selama

bencana nasional COVID 19.

2.3.1.3 Kebijakan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan daerah yang berasal

dari lain-lain milik Pemerintah Daerah. Penerimaan ini berasal dari hasil penjualan

barang milik daerah, dan penerimaan jasa giro. Untuk meningkatkan kinerja Lain-
lain Pendapatan Daerah Yang Sah, diperlukan suatu kebijakan Pemerintah

Provinsi DKI Jakarta sebagai berikut:

a. Mengimplementasikan hasil evaluasi terhadap perjanjian-perjanjian
pemanfaatan Barang Milik Daerah dengan pihak ketiga;

b. Mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah yang berada di lahan-lahan yang
strategis dan ekonomis melalui kerjasama dengan Pihak Ketiga melalui
BLUD UPMA,;

c. Mengimplementasikan kebijakan pengelolaan BMD atas penjualan tanah
melalui mekanisme tukar menukar;

d. Mengembangkan pengelolaan mitigasi fiskal daerah melalui debt
management;

e. Mengoptimalkan pengelolaan BLUD.

2.3.1.4 Kebijakan Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, meliputi transfer Pemerintah Pusat dan
transfer antar daerah. Transfer Pemerintah Pusat terdiri dari dana perimbangan

dan dana insentif daerah.
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Setiap tahun Pemerintah bersama DPR melakukan pembahasan dan penetapan

besaran alokasi Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) per daerah.

Penentuan alokasi TKDD yang akan diterima oleh setiap daerah ditentukan oleh

3 hal sebagai berikut:

a. Berdasarkan Formula (By Formula)
Sebagian besar pengalokasian TKDD dilakukan berdasarkan formula. Untuk
mendukung hal tersebut, diperlukan data dasar sebagai sumber/input untuk
dilakukan perhitungan alokasi. Daerah tidak bisa melakukan pengurusan/lobi
untuk menaikan jumlah alokasi yang akan diterimanya. Daerah hanya bisa
memastikan bahwa data yang ada sudah benar dan valid. Oleh sebab itu,
diperlukan rekonsiliasi data khususnya dengan Badan Pusat Statistik (BPS)
di daerah masing-masing, karena data yang biasa digunakan dalam
perhitungan berasal dari lembaga resmi yang ditunjuk pemerintah dalam
mengeluarkan data. Jenis alokasi TKDD yang menggunakan formula antara
lain: Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) kecuali yang
berdasarkan usulan/proposal, Dana Desa.

b. Berdasarkan Daerah Penghasil (By Origin)
Daerah yang telah memiliki kekayaan alam berupa sumber daya alam maka
daerah tersebut akan mendapatkan kembali dalam bentuk bagi hasil apabila
ada penerimaan negaranya. Dana Bagi Hasil (DBH) diberikan kembali ke
daerah penghasil dalam rangka mengatasi ketimpangan vertikal (vertical
imbalance) karena daerah penghasil mendapatkan eksternalitas sebagai
dampak dari eksploitasi sumber daya alam tersebut. Daerah yang tidak
memiliki sumber daya alam akan diberikan oleh pemerintah dalam bentuk
DAU yang mana berfungsi sebagai horizontal imbalance.

c. Berdasarkan Kinerja (By Performance)
TKDD yang alokasinya ke daerah berdasarkan performance atau kinerja
adalah Dana Insentif Daerah (DID). Setiap daerah memiliki kesempatan yang
sama dan berupaya untuk mendapatkan insentif ini sesuai dengan kriteria
yang telah ditentukan. Daerah dengan kinerja yang baik, salah satunya terkait
pengelolaan keuangannya maka akan mendapatkan insentif dalam bentuk
alokasi dana, sebaliknya daerah yang kinerja kurang baik maka tidak akan

mendapatkannya.

2.3.2 Kebijakan Belanja Daerah

Dalam Rangka Penanganan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19), serta Pengamanan
Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional, Kebijakan Belanja Daerah tahun 2022

yaitu sebagai berikut:
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a. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022, meliputi:

1) Pemenuhan belanja wajib dan mengikat, yaitu pengeluaran yang wajib dibayar
serta tidak dapat ditunda pembayarannya dan dibayar setiap tahun oleh
Pemerintah Daerah;

2) Menunjang pelayanan dasar kepada masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan
dan sosial;

3) Penanganan pandemi Coronavirus Disease 2019, meliputi;

a) Pemulihan ekonomi
b) Penanganan kesehatan; dan
¢) Pengurangan risiko sosial;

4) Menjaga optimalisasi layanan pada instansi yang menerapkan skema Badan
Layanan Umum Daerah;

5) Pelayanan infrastruktur perkotaan yang termasuk kategori prioritas dan tidak
dapat ditunda;

6) Pengendalian banjir dan/atau bencana lainnya;

7) Kegiatan tahun jamak yang menjadi prioritas untuk diselesaikan pada tahun
2022; dan

8) Kegiatan yang pendanaannya bersumber dari Dana Transfer Pemerintah Pusat,
antara lain Dana Alokasi Khusus dan belanja wajib yang didanai oleh Dana Bagi
Hasil.

b. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022 tetap memperhatikan:

1) Pencapaian target RPJMD, penyelesaian isu prioritas daerah, pemenuhan
Standar Pelayanan Minimal (SPM) Perangkat Daerah dan pemenuhan target
Kegiatan Strategis Daerah;

2) Kemampuan keuangan daerah dan penyerapan anggaran hingga akhir tahun;

3) Pemenuhan kebijakan Pemerintah Pusat, arahan tertulis Gubernur, Wakil
Gubernur dan Sekretaris Daerabh;

4) Terdapat keadaan darurat, mendesak dan keadaan luar biasa;

5) Perintah dari peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Rencana
Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 ditetapkan;

6) Pemenuhan kewajiban kepada pihak ketiga (hutang daerah) sesuai dengan
ketentuan peraturan Perundang-undangan yang telah diaudit oleh Badan
Pemeriksa Keuangan dan masuk dalam neraca Pemerintah Provinsi DKI
Jakarta; dan

7) Tindak lanjut hasil rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan.
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2.4

2.3.3

Kebijakan Pembiayaan Daerah

Mengingat besarnya pembiayaan yang dibutuhkan untuk pembangunan infrastruktur kota
serta memperhatikan besarnya peluang dari sisi kebijakan dan regulasi yang ada, dan
besarnya potensi pendanaan yang berasal dari masyarakat maupun pihak dunia usaha,
maka kebijakan sumber pendanaan dalam pembangunan di Provinsi DKI Jakarta perlu
diperluas melalui dan tidak terbatas pada pendanaan bersama antara Pemerintah Provinsi
DKI Jakarta dengan Pemerintah maupun dengan Pemerintah Daerah lainnya, Kerjasama
Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), pinjaman dan hibah luar negeri, penerbitan
Obligasi Daerah, pendanaan yang bersumber dari pemanfaatan ruang, penugasan kepada
BUMD termasuk mendorong dilakukannya kerjasama secara B to B serta membuka peluang
seluas-luasnya bagi peran serta masyarakat secara sukarela untuk penyelenggaraan

skema Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Dunia Usaha (TSLDU) / Company Social

Responsibility (CSR) dan swapendanaan lainnya, sesuai peraturan Perundang-undangan.

Perubahan Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun 2022

Dalam perkembangannya, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

mengalami penyesuaian/refocusing/realokasi guna pemulihan perekonomian menuju pasca pandemi

bagi perekonomian Jakarta. Pada Peraturan Gubernur Nomor 66 Tahun 2022 tentang Perubahan

Ketujuh atas Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022. Secara singkat Perubahan Pendapatan, Belanja dan

Pembiayaan Tahun 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 2.4
Tabel Total APBD Penetapan dan Pergeseran APBD
Tahun 2022
(dalam rupiah)
PENDAPATAN BELANJA PENERIMAAN | PENGELUARAN
PERGESERAN APBD DAERAH DAERAH PEMBIAYAAN PEMBIAYAAN Total APBD
1 2 3 4 5 6

APBD Penetapan TA
2022
(Pergub 1 Tahun 2022)

77.448.713.889.500

75.757.234.798.334

5.022.420.964.799

6.713.900.055.965

82.471.134.854.299

Pergeseran Tahap |
APBD TA 2022
(Pergub 5 Tahun 2022)

77.448.713.889.500

75.757.234.798.334

5.022.420.964.799

6.713.900.055.965

82.471.134.854.299

Pergeseran Tahap I
APBD TA 2022
(Pergub 29 Tahun 2022)

77.448.713.889.500

75.757.234.798.334

5.022.420.964.799

6.713.900.055.965

82.471.134.854.299

Pergeseran Tahap Ill
APBD TA 2022
(Pergub 45 Tahun 2022)

77.448.713.889.500

75.757.234.798.334

5.022.420.964.799

6.713.900.055.965

82.471.134.854.299

Pergeseran Tahap IV
APBD TA 2022
(Pergub 47 Tahun 2022)

77.448.713.889.500

75.757.234.798.334

5.022.420.964.799

6.713.900.055.965

82.471.134.854.299

Pergeseran Tahap V
APBD TA 2022
(Pergub 62 Tahun 2022)

77.785.142.338.301

76.960.661.006.328

5.015.108.618.305

5.839.589.950.278

82.800.250.956.606
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PENDAPATAN BELANJA PENERIMAAN PENGELUARAN
PERGESERAN APBD DAERAH DAERAH PEMBIAYAAN PEMBIAYAAN Total APBD
1 2 3 4 5 6
Pergeseran Tahap VI
APBD TA 2022 77.785.142.338.301 | 76.960.661.006.328 | 5.015.108.618.305 [5.839.589.950.278 (82.800.250.956.606
(Pergub 64 Tahun 2022)
Pergeseran Tahap VII
APBD TA 2022 77.796.647.728.301 | 76.972.166.396.328 | 5.015.108.618.305 [5.839.589.950.278 (82.811.756.346.606
(Pergub 66 Tahun 2022)

Sumber: BPKD Provinsi DKI Jakarta, 2022

APBD Provinsi

DKl Jakarta Tahun

Anggaran

2022 semula direncanakan sebesar

Rp82.471.134.854.299,00. Namun pada pergeseran ketujuh APBD 2022 mengalami kenaikan 0,41%
menjadi Rp82.811.756.346.606,00. Berikut merupakan beberapa alasan dilakukan pergeseran

anggaran selama tahun 2022:

Penyesuaian atas berlakunya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021
tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta adanya Keputusan
Gubernur Nomor 151 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Upah Penyedia Jasa Lainnya
Orang Perorangan dan untuk memenuhi kebutuhan mendasar SKPD/Unit SKPD.

Pemenuhan anggaran pemberian THR dan Gaji ke-13, santunan kematian bagi tenaga
kesehatan yang menangani Covid-19 dan penganggaran Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi
Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan dan Reboisasi, dan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil
Tembakau Tahun Anggaran 2022.

Pemenuhan anggaran revitalisasi Anjungan Pemerintah Daerah di Taman Mini Indonesia Indah
dan subsidi pangan tahun 2022 mendahului penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

Pemenuhan anggaran belanja wajib dalam rangka penanganan dampak inflasi tahun anggaran
2022.

Pemenuhan kebutuhan belanja mendesak dan belanja prioritas lainnya.

Pemenuhan anggaran belanja wajib dan belanja mengikat Perangkat Daerah/ Unit Kerja pada
Perangkat Daerah.

Penyesuaian anggaran pendapatan daerah untuk dana insentif daerah dan pendapatan hibah
serta anggaran belanja wajib dan belanja mengikat Perangkat Daerah/Unit Kerja pada

Perangkat Daerah.
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Tabel 2.5

Perubahan Target Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Tahun 2022

(dalam rupiah)

Penerimaan Daerah

Perda No. 1 Tahun 2022
tentang APBD Tahun
Anggaran 2022

Pergub No. 66 Tahun 2022
tentang Perubahan Ketujuh
atas Pergub No. 3 Tahun
2022 tentang Penjabaran
APBD Tahun Anggaran 2022

1

2

3

PENDAPATAN DAERAH

77.448.713.889.500

77.796.647.728.301

PENDAPATAN ASLI DAERAH

55.658.635.618.592

55.662.834.753.592

Pajak Daerah

45.700.000.000.000

45.700.000.000.000

Retribusi Daerah

806.878.300.000

806.878.300.000

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah
yang Dipisahkan

793.735.537.821

793.735.537.821

Lain - lain Pendapatan Asli Daerah
yang Sah

8.358.021.780.771

8.362.220.915.771

PENDAPATAN TRANSFER

16.882.866.000.000

17.226.478.703.801

LAIN - LAIN PENDAPATAN DAERAH
YANG SAH

4.907.212.270.908

4.907.334.270.908

BELANJA DAERAH

75.757.234.798.334

76.972.166.396.328

Belanja Pegawai

19.330.438.904.761

18.638.609.298.361

Belanja Barang/Jasa

25.394.540.761.521

25.070.951.729.022

Belanja Modal

12.923.227.066.306

10.800.988.472.312

Belanja Hibah

2.901.940.662.700

2.814.872.399.819

Belanja Bunga

789.540.302.919

789.540.302.919

Belanja Subsidi

5.596.362.775.262

6.542.350.628.292

Belanja Bantuan Sosial

5.194.947.290.736

5.115.246.523.000

Belanja Tidak Terduga

3.146.481.644.879

6.714.844.382.393

Belanja Bantuan Keuangan

479.755.389.250

484.762.660.210

PEMBIAYAAN DAERAH

(1.691.479.091.166)

(824.481.331.973)

Penerimaan Pembiayaan

5.022.420.964.799

5.015.108.618.305

Pengeluaran Pembiayaan

6.713.900.055.965

5.839.589.950.278

TOTAL APBD

82.471.134.854.299

82.811.756.346.606

Sumber: BPKD Provinsi DKI Jakarta, 2022

LKPD Tahun 2022 | Audited

BAB Il | Ekonomi Makro, Kebijakan 27
Keuangan dan Pencapaian Target

Kinerja APDB



" IJAY@A@YA[

BAB Il

IKHTISAR PENCAPAIAN
KINERJA KEUANGAN



3.1

BAB Il

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran

2022 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, dan Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2022 tentang

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022. Pada tahun 2022 tidak

ada penetapan Peraturan Daerah atas Perubahan APBD, namun dilakukan perubahan penjabaran

APBD sebanyak tujuh kali sebagaimana terakhir ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 66

Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2022 Tentang

Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

Pencapaian target kinerja keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada pelaksanaan APBD Tahun

Anggaran 2022 disajikan dalam ringkasan Realisasi APBD pada tabel berikut.

Tabel 3.1

Ringkasan Realisasi APBD Provinsi DKI Jakarta

Tahun Anggaran 2022

(dalam rupiah)

No Anggaran Remes | | Remes

1 2 3 (Rp) 4 (Rp) 5 (4:3) 6 (Rp)

1 | PENDAPATAN 77.796.647.728.301 | 67.290.479.172.308 | 86,50 | 65.567.009.199.000
1.1 | Pendapatan Asli Daerah 55.662.834.753.592 | 45.608.404.729.501 81,94 41.606.307.405.630
1.2 Pendapatan Transfer 17.226.478.703.801 18.860.858.779.549 | 109,49 22.673.794.344.052
1.3 | Lain-lain Pendapatan Yang Sah 4.907.334.270.908 2.821.215.663.258 57,49 1.286.907.449.318

2 BELANJA DAN TRANSFER 76.972.166.396.328 64.865.121.220.296 84,27 61.619.040.160.565
2.1 | Belanja Operasi 58.971.570.881.413 | 55.542.186.969.752 | 94,18 53.925.743.776.335
2.2 | Belanja Modal 10.800.988.472.312 8.808.194.842.704 | 81,55 6.865.827.016.719
2.3 Belanja Tak Terduga 6.714.844.382.393 29.976.747.630 0,45 439.889.457.199
2.4 | Transfer - Bantuan Keuangan 484.762.660.210 484.762.660.210 | 100,00 387.579.910.312
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. Anggaran Realisasi Realisasi

No Uraian 2022 2022 % 2021

1 2 3 (Rp) 4 (Rp) 5 (4:3) 6 (Rp)
Surplus/Defisit 824.481.331.973 2.425.357.952.012 3.947.969.038.435

3 PEMBIAYAAN (824.481.331.973) 6.174.738.712.242 5.773.749.792.906
3.1 Penerimaan Pembiayaan 5.015.108.618.305 10.701.364.203.815 | 213,38 11.914.196.646.991
3.2 Pengeluaran Pembiayaan 5.839.589.950.278 4.526.625.491.573 77,52 6.140.446.854.085

4 SiLPA 8.600.096.664.254 9.721.718.831.341

Sumber: BPKD Provinsi DKI Jakarta, 2022

Realisasi pencapaian target kinerja keuangan pada pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022

diuraikan sebagai berikut:

3.1.1

Pendapatan Daerah

Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp67.290.479.172.308,00 atau
86,50% dari target yang ditetapkan sebesar Rp77.796.647.728.301,00. Realisasi Pendapatan
ini terdiri dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp45.608.404.729.501,00, Pendapatan
Transfer sebesar Rp18.860.858.779.549,00, dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah sebesar
Rp2.821.215.663.258,00.

Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp45.608.404.729.501,00
atau 81,94% dari target sebesar Rp55.662.834.753.592,00. Dibandingkan dengan Realisasi
Anggaran 2021 yang
Rp41.606.307.405.630,00, Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2022
mengalami peningkatan sebesar Rp4.002.097.323.871,00 atau 9,62%. Peningkatan ini

Pendapatan Asli Daerah  Tahun tercatat sebesar

terutama disebabkan oleh peningkatan Pendapatan Pajak Daerah sebesar 16,48%.

Realisasi Pendapatan Asli Daerah terdiri dari:

a. Realisasi Pendapatan Pajak Daerah sebesar Rp40.275.148.196.210,00 atau 88,13% dari
target yang ditetapkan sebesar Rp45.700.000.000.000,00. Salah satu penyebab tidak
tercapainya target Pendapatan Pajak adalah adanya kebijakan insentif fiskal berupa
pengurangan PBB-P2 dan penghapusan sanksi administrasi sampai dengan akhir Tahun
2022;

b. Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah sebesar Rp376.977.989.704,00 atau 46,72% dari
target yang ditetapkan sebesar Rp806.878.300.000,00. Kondisi perekonomian yang
belum pulih total pasca pandemi Covid-19 dan pemberian keringanan retribusi daerah
dan/atau penghapusan sanksi administratif kepada wajib retribusi yang terdampak

bencana wabah Covid-19 sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 87 Tahun 2021
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menjadi beberapa penyebab tidak tercapainya target Pendapatan Retribusi;

c. Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar
Rp402.424.109.447,00 atau 50,70% dari target yang ditetapkan sebesar
Rp793.735.537.821,00. Tidak tercapainya target Pendapatan Hasil Pengelolaan
Kekayaan Daerah adalah karena kinerja keuangan BUMD masih terdampak pembatasan
aktivitas ekonomi pada masa pandemi Covid-19; dan

d. Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar Rp4.553.854.434.140,00
atau 54,46% dari target yang ditetapkan sebesar Rp8.362.220.915.771,00. Penyebab
tidak tercapainya target Pendapatan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah antara lain karena
turunnya tarif klaim Covid-19 dari Kementerian Kesehatan lebih dari 50% dan berlakunya
kebijakan penghapusan sanksi administrasi pajak daerah dan penghapusan sanksi PBB-
P2.

Realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp18.860.858.779.549,00
atau 109,49% dari target sebesar Rp17.226.478.703.801,00. Pelampauan target ini karena
adanya tambahan dana transfer atas pelunasan piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Tahun 2021.
Realisasi Pendapatan Transfer terdiri dari:

a. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp16.062.089.109.337,00 atau
115,03% dari target yang ditetapkan sebesar Rp13.963.139.165.613,00;

b. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebesar Rp34.127.101.188,00
atau 100,00% dari target yang ditetapkan sebesar Rp Rp34.127.101.188,00;

c. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebesar
Rp2.734.958.336.024,00 atau 85,48% dari target yang ditetapkan sebesar
Rp3.199.528.204.000,00; dan

d. Dana Insentif Daerah sebesar Rp29.684.233.000,00 atau 100,00% dari target yang
ditetapkan sebesar Rp29.684.233.000,00.

Realisasi Pendapatan Transfer tahun 2022 mengalami penurunan sebesar
Rp3.812.935.564.503,00 atau 16,82% dibandingkan Tahun 2021. Hal ini disebabkan oleh
pemotongan penyaluran dana bagi hasil tahun 2022 sesuai Keputusan Menteri Keuangan
Republik Indonesia Nomor 34/KM.7/2021 sebesar Rp34.679.300.000,00 dan penyaluran
Dana Bagi Hasil Tahun 2022 yang tidak diakui sebagai realisasi pendapatan sebesar
Rp1.742.378.693.672,00 karena disalurkan secara non tunai melalui fasilitas Treasury
Deposit Facility (TDF) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
218/PMK.08/2022.

Realisasi Lain-lain Pendapatan Yang Sah Tahun Anggaran 2022 merupakan Pendapatan
Hibah yang diterima Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp2.821.215.663.258,00 atau
57,49% dari target sebesar Rp4.907.334.270.908,00. Pendapatan hibah tidak mencapai

target anggaran disebabkan tidak terealisasinya penerusan hibah untuk MRT dari Pemerintah
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Pusat. Realisasi Pendapatan Lain-lain Pendapatan Yang Sah Tahun Anggaran 2022
mengalami peningkatan sebesar Rp1.534.308.213.940,00 atau 119,22% jika dibandingkan
dengan realisasi Pendapatan Lain-lain Pendapatan Yang Sah Tahun Anggaran 2021 yang
tercatat sebesar Rp1.286.907.449.318,00.

3.1.2 Belanja Daerah dan Transfer

Realisasi Belanja Daerah dan Transfer Tahun Anggaran 2022 sebesar
Rp64.865.121.220.296,00 atau 84,27% dari anggaran yang ditetapkan sebesar
Rp76.972.166.396.328,00. Apabila realisasi Belanja Daerah dan Transfer tersebut
dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2021 vyang jumlahnya tercatat
Rp61.619.040.160.565,00, maka realisasi Belanja Daerah dan Transfer Tahun Anggaran
2022 mengalami peningkatan sebesar Rp3.246.081.059.731,00 atau 5,27%. Hal ini
menunjukan bahwa kinerja Belanja Daerah dan Transfer Tahun 2022 mengalami peningkatan
dibandingkan tahun sebelumnya. Beberapa jenis belanja mengalami kenaikan signifikan di
Tahun 2022 yaitu Belanja Bunga yang meningkat sebesar Rp184.516.739.571,00 atau
214,27% dibanding Tahun Anggaran 2021, selain itu Belanja Jalan Irigasi dan Jaringan juga
meningkat sebesar Rp2.613.101.125.121,00 atau 158,21% dibanding Tahun Anggaran 2021.

Realisasi Belanja Daerah dan Transfer terdiri dari:

a. Realisasi Belanja Operasi sebesar Rp55.542.186.969.752,00 atau 94,18% dari anggaran
yang ditetapkan sebesar Rp58.971.570.881.413,00. Realisasi Belanja Operasi terdiri
dari:

1) Realisasi Belanja Pegawai sebesar Rpl7.705.440.378.717,00 atau 94,99% dari
anggaran yang ditetapkan sebesar Rp18.638.609.298.361,00. Belanja Pegawai tidak
terserap di antaranya disebabkan adanya pegawai yang meninggal dan sisa
cadangan penambahan belanja pegawai sesuai ketentuan (akres);

2) Realisasi Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp23.613.048.650.099,00 atau 94,18%
dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp25.070.951.729.022,00. Sisa Anggaran
Belanja Barang dan Jasa terbesar adalah Belanja Barang Jasa pada BLUD sebesar
Rp484.804.723.757,00 dikarenakan tidak tercapainya target pendapatan BLUD
sehingga dana yang tersedia tidak mencukupi untuk melakukan optimalisasi belanja;

3) Realisasi Belanja Bunga sebesar Rp270.632.758.937,00 atau 34,28% dari anggaran
yang ditetapkan sebesar Rp789.540.302.919,00. Tidak optimalnya realisasi Belanja
Bunga disebabkan karena tidak disetujuinya pinjaman untuk proyek Multi Integrasi
Transportasi Jabodetabek (MITJ) oleh PT Sarana Multi Infrastruktur dan proyek
Intermediate Treatment Facility (ITF) Sunter oleh DPRD;

4) Realisasi Belanja Subsidi sebesar Rp6.278.332.984.915,00 atau 95,96% dari
anggaran yang ditetapkan sebesar Rp6.542.350.628.292. Tidak maksimalnya

penyerapan anggaran Belanja Subsidi dikarenakan adanya pengalihan alokasi
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5)

6)

pembayaran subsidi ke tahun 2023 sesuai kondisi kemampuan keuangan daerah di
tahun 2022;

Realisasi Belanja Hibah sampai dengan akhir tahun anggaran 2022 sebesar
Rp2.639.327.211.335,00 atau 93,76% dari anggaran yang ditetapkan sebesar
Rp2.814.872.399.819,00. Belanja Hibah yang tidak terealisasi di antaranya karena
kelengkapan dokumen dari penerima hibah yang tidak memadai untuk dilakukan
proses pembayaran; dan

Realisasi Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp5.035.404.985.749,00 atau 98,44% dari
anggaran yang ditetapkan sebesar Rp5.115.246.523.000,00. Sisa anggaran belanja

bantuan sosial merupakan efisiensi atas pelaksanaan kegiatan.

b. Realisasi Belanja Modal sebesar Rp8.808.194.842.704,00 atau 81,55% dari anggaran
yang ditetapkan sebesar Rp10.800.988.472.312,00, terdiri dari:

1)

2)

3)

4)

5)

Realisasi Belanja Modal Tanah sebesar Rp880.953.900.338,00 atau 46,25% dari
anggaran yang ditetapkan sebesar Rp1.904.948.891.243,00;

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp1.798.854.059.095,00 atau
89.02% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp2.020.816.746.175,00;

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp1.735.904.917.006,00
atau 84,49% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp2.054.535.946.728,00;
Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp4.264.727.292.528,00
atau 91,53% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp4.659.208.720.297,00; dan
Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rpl127.754.673.737,00 atau
79,12% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp161.478.167.869,00.

Tidak tercapainya realisasi belanja modal antara lain disebabkan oleh:

1)

2)

3)

4)

5)

Adanya sisa anggaran atas kegiatan pengadaan tanah yang berasal dari dana PEN
di Dinas Sumber Daya Air.

Tidak optimalnya penyerapan Belanja Modal Peralatan dan Mesin dari Dana BOS di
Dinas Pendidikan karena adanya pengurangan alokasi DAK Non Fisik BOS dari
pemerintah pusat di akhir tahun tanpa penyesuaian pada APBD.

Penyelesaian pekerjaan Pembangunan/Pengembangan/Rehabilitasi Gedung
RSUD/RSKD pada Dinas Kesehatan yang melewati tahun anggaran.

Pekerjaan Pembangunan Saringan Sampah di Perbatasan pada Dinas Lingkungan
Hidup baru terselesaikan 55% dan dilanjutkan pada Tahun Anggaran 2023.

Efisiensi realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya dari Dana BOS pada Dinas
Pendidikan karena adanya pengurangan alokasi DAK Non Fisik BOS dari Pemerintah

Pusat.

c. Realisasi Belanja Tidak Terduga sebesar Rp29.976.747.630,00 atau 0,45% dari
anggaran yang ditetapkan sebesar Rp6.714.844.382.393,00. Tidak terserapnya Belanja

Tidak Terduga disebabkan karena penggunaan Belanja Tidak Terduga berdasarkan
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3.1.3

kondisi darurat dan mendesak dan difokuskan untuk penanganan pandemi Covid-19.
Pada tahun 2022 kondisi darurat Covid-19 sudah cenderung menurun sehingga
berdampak pada realisasi Belanja Tidak Terduga yang rendah.

d. Realisasi Transfer atau Bantuan Keuangan sebesar Rp484.762.660.210,00 atau
100,00% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp484.762.660.210,00.

Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp67.290.479.172.308,00 dan
Realisasi Belanja Daerah dan Transfer Tahun Anggaran 2022 sebesar
Rp64.865.121.220.296,00 menyebabkan kinerja keuangan daerah Tahun Anggaran 2022
mengalami  surplus sebesar Rp2.425.357.952.012,00 sebelum memperhitungkan

pembiayaan.

Pembiayaan Daerah

Realisasi Pembiayaan Neto Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp6.174.738.712.242,00. Rincian

realisasi Pembiayaan adalah sebagai berikut:

a. Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2022 sebesar
Rp10.701.364.203.815,00 atau 213,38% dari anggaran yang ditetapkan sebesar
Rp5.015.108.618.305,00. Tingginya realisasi penerimaan pembiayaan daerah
disebabkan oleh realisasi SiLPA Tahun Anggaran 2021 (audited) sebesar
Rp9.721.718.831.341,00 yang lebih besar dibandingkan anggaran penerimaan SiLPA
pada APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp4.035.856.630.001,00. Realisasi
Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2022 terdiri dari:

1) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun 2021 yang tercatat dalam
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebesar
Rp9.721.718.831.341,00 atau 240,88%;

2) Realisasi Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri — Pemerintah Pusat sebesar
Rp979.251.480.334,00 atau 100,00%; dan

3) Penerimaan kembali pemberian pinjaman sebesar Rp393.892.140,00.

b. Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2022 sebesar
Rp4.526.625.491.573,00 atau 77,52% dari anggaran yang ditetapkan sebesar
Rp5.839.589.950.278,00. Tidak tercapainya pengeluaran pembiayaan daerah terdapat
pada realisasi Penyertaan Modal Daerah (PMD) sebesar 73,94%, disebabkan tidak
optimalnya realisasi PMD untuk MRT karena pembangunan instalasi jalur kereta api
belum selesai dan hanya terealisasi atas pembayaran uang muka pekerjaan. Realisasi
Pengeluaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2022 terdiri dari:

1) Realisasi Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebesar Rp3.492.066.426.925,00
atau 73,94% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp4.722.708.317.275,00; dan

2) Realisasi Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri — Pemerintah Pusat sebesar

LKPD Tahun 2022 | Audited BAB Il | Ikhtisar Pencapaian Kinerja 33

Keuangan



Rp1.034.559.064.648,00 atau 100,00% dari target yang ditetapkan sebesar
Rp1.034.579.441.218,00.

Dari data realisasi Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan maka posisi SiLPA Tahun
Anggaran 2022 tercatat sebesar Rp8.600.096.664.254,00. Penjelasan lebih rinci masing-

masing komponen LRA disajikan dalam CaLK Bab 5.
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BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan bahwa
Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi
yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi
mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang
bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber

daya.

Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna
untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya
yang dipercayakan kepadanya, dengan:

a. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh
pengeluaran.

b. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya
dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan Perundang-undangan.

c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas
pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai.

d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan
mencukupi kebutuhan kasnya.

e. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan
sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal
dari pungutan pajak dan pinjaman.

f.  Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami

kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode berjalan.

Sedangkan tujuan umum juga mempunyai peranan prediktif dan prospektif, menyediakan informasi yang
berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan,
sumber daya yang dihasilkan dari operasi yang berkelanjutan, serta risiko dan ketidakpastian yang terkait.
Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:

a. Indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran; dan

b. Indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas

anggaran yang ditetapkan oleh DPRD.

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022 menggunakan
basis akrual yang mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi

Pemerintahan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar
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Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah, dan Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Gubernur
Provinsi DKI Jakarta Nomor 161 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Daerah

Khusus Ibukota Jakarta. Laporan keuangan yang disusun terdiri dari:

Laporan Realisasi Anggaran (LRA);

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL);
Neraca;

Laporan Operasional (LO);

Laporan Arus Kas (LAK);

-~ o a0 o ®

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan;

g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022 merupakan konsolidasian dari 746
Laporan Keuangan SKPD/UKPD selaku entitas akuntansi. Pada proses konsolidasi, dilakukan
penggabungan 746 Laporan Keuangan entitas akuntansi menjadi 43 laporan keuangan entitas akuntansi
penggabung. Sesuai dengan Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 1201 Tahun 2022 tentang
Entitas Akuntansi dan Entitas Akuntansi Penggabung Tahun Anggaran 2022, SKPD sebagai Entitas

Akuntansi Penggabung terdiri dari:

No. Entitas Penggabung ‘]umii?]ti?]gas
1 | DPRD Provinsi 1
2 | Dinas Bina Marga 6
3 | Dinas Sumber Daya Air 7
4 | Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, Dan Pertanahan 8
5 | Dinas Perhubungan 21
6 | Dinas Kesehatan 88
7 | Dinas Pendidikan 31
8 | Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia 2
9 | Dinas Pemuda Dan Olah Raga 12
10 | Dinas Sosial 31
11 | Dinas Penanggulangan Kebakaran Dan Penyelamatan 8
12 | satuan Polisi Pamong Praja
13 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah 2
14 Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak Dan Pengendalian

Penduduk 10

15 | Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 9
16 | Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan Dan Pertanian 13
17 | Badan Pembinaan BUMD
18 | Inspektorat
19 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
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No. Entitas Penggabung Jumlir;]ti?]gas
20 | Dinas Lingkungan Hidup 10
21 | Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik 6
22 | Badan Kepegawaian Daerah 7
23 | Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik 8
24 | Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan 6
25 | Badan Pelayanan Pengadaan Barang Jasa 1
26 | Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman 17
27 | Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Dan Energi 16
o8 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan

Menengah 13
29 | Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 7
30 | Dinas Kebudayaan 14
31 | Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif 11
32 | Dinas Pertamanan Dan Hutan Kota 8
33 | Badan Pengelolaan Aset Daerah 9
34 | Badan Pendapatan Daerah 6
35 | Biro Umum Dan Administrasi Sekretariat Daerah 10
36 | Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
37 | Pejabat Pengelola Keuangan Daerah 1
38 | Kota Administrasi Jakarta Pusat 53
39 | Kota Administrasi Jakarta Utara 38
40 | Kota Administrasi Jakarta Barat 65
41 | Kota Administrasi Jakarta Selatan 76
42 | Kota Administrasi Jakarta Timur 76
43 | Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu - Kep. Seribu 9

Jumlah 746

4.1 Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas pelaporan adalah unit pemerintah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang
menurut  ketentuan  peraturan  Perundang-undangan  wajib = menyampaikan  laporan
pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Suatu entitas pelaporan ditetapkan di dalam

peraturan Perundang-undangan, yang memiliki ciri sebagai berikut:

a. Entitas tersebut dibiayai oleh APBD atau mendapat pemisahan kekayaan dari anggaran;
Entitas tersebut dibentuk dengan peraturan Perundang-undangan;

c. Pimpinan entitas tersebut adalah pejabat pemerintah yang diangkat atau yang ditunjuk atau yang
dipilih oleh rakyat; dan

d. Entitas tersebut membuat pertanggungjawaban baik langsung maupun tidak langsung kepada

wakil rakyat sebagai pihak yang menyetujui anggaran.
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4.2

4.3

Entitas akuntansi adalah unit pemerintah pengguna anggaran/pengguna barang yang wajib
menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas
pelaporan. Pengguna anggaran/pengguna barang sebagai entitas akuntansi, menyelenggarakan
akuntansi dan menyampaikan laporan keuangan sehubungan dengan anggaran/barang yang
dikelolanya yang ditujukan kepada entitas pelaporan. Laporan keuangan tersebut disampaikan secara
intern dan berjenjang kepada unit yang lebih tinggi, dalam rangka penggabungan laporan keuangan

oleh entitas pelaporan. Entitas pelaporan menyusun laporan keuangan dengan menggabungkan

laporan keuangan seluruh entitas akuntansi yang secara organisatoris berada di bawahnya.

Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah daerah adalah basis akrual

untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas.

Basis akrual untuk LO berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan
telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas
pelaporan. Beban diakui pada saat timbul kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan
bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas

pelaporan.

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis kas, maka LRA disusun
berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas
diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan, sedangkan belanja, transfer dan

pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat
terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan

pemerintah daerah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
Basis Pengukuran dan Pengakuan yang Digunakan dalam Penyusunan Laporan Keuangan
4.3.1 Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan rekening kas umum daerah yang menambah

Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak

pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. Pengakuan

Pendapatan-LRA mencakup hal-hal sebagai berikut:

a. Pendapatan kas yang telah diterima pada RKUD.

b. Pendapatan kas yang diterima oleh bendahara penerimaan yang merupakan
pendapatan daerah dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan

ketentuan bendahara penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD.
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c. Pendapatan kas yang diterima SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD,
dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD untuk diakui sebagai
pendapatan negara/daerah.

d. Pendapatan kas yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan
untuk mendanai pengeluaran entitas dengan syarat entitas penerima wajib
melaporkannya kepada BUD untuk diakui sebagai pendapatan daerah.

e. Pendapatan kas yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah daerah berdasarkan

otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.

Pendapatan-LRA diukur sebesar nilai nominal bukti penerimaan dan dicatat berdasarkan
azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya
(setelah  dikompensasikan dengan pengeluaran). Pengukuran pendapatan-LRA
menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai rupiah yang diterima. Pendapatan-LRA
yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar

(kurs tengah Bank Indonesia) pada saat terjadi pendapatan-LRA.

Pendapatan-LRA dikelompokan atas:
a. Pendapatan Asli Daerah (PAD),
b. Pendapatan Transfer,

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Kelompok pendapatan asli daerah dibagi menurut jenis pendapatan-LRA yang terdiri atas
pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-
lain pendapatan asli daerah yang sah.

Kelompok pendapatan transfer/dana perimbangan (transfer masuk) dibagi menurut jenis yang
terdiri atas Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak, Dana alokasi umum dan Dana
alokasi khusus. Transfer masuk adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya

penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat.

Kelompok lain-lain pendapatan daerah yang sah dibagi menurut jenis pendapatan-LRA yang
mencakup Hibah berasal dari pemerintah daerah, pemerintah daerah lainnya,
badan/lembaga/ organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat/perorangan dan
lembaga luar negeri yang tidak mengikat, Dana darurat dari pemerintah daerah dalam rangka
penanggulangan korban/kerusakan akibat bencana alam, Dana bagi hasil pajak, dana
penyesuaian dan dana otonomi khusus yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, dan bantuan

keuangan dari pemerintah daerah lainnya.

Pendapatan-LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan basis kas. Hal-hal
yang perlu diungkapkan sehubungan dengan pendapatan-LRA, antara lain:
a. Penerimaan pendapatan-LRA tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun

anggaran.
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4.3.2

b. Penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi
hal-hal yang bersifat khusus;
Penerimaan daerah yang belum divalidasi karena masih terdapat di rekening escrow;

d. Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan-LRA.

e. Informasilainnya yang dianggap perlu.
Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi
Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan
diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah. Belanja diakui pada saat:

a. Terjadi pengeluaran dari RKUD.

b. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran (Uang Persediaan/Ganti Uang
Persediaan/Tambahan Uang Persediaan atau UP/GU/TU) pengakuannya terjadi pada
saat pertanggungjawaban atas pengeluaran (SPJ) tersebut disahkan oleh PA/KPA, dan.

c. Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan
perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum dan kebijakan akuntansi
Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), dan

Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode
pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja dan akun terkait pada periode
yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya koreksi atas pengeluaran belanja
dibukukan dalam pos lain-lain pendapatan daerah yang sah-LRA dan lain-lain pendapatan

daerah yang sah-LO.

Belanja diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen
sumber pengeluaran yang sah untuk pengeluaran dari Kas Daerah atau pengesahan oleh

bendahara umum daerah dan diukur berdasarkan asas bruto.

Suatu pengeluaran belanja akan diperlakukan sebagai belanja modal (nantinya akan menjadi

aset tetap) jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:

a. Umur pemakaian (manfaat ekonomi) barang yang dibeli lebih dari 12 (dua belas) bulan.

b. Barang yang dibeli merupakan objek pemeliharaan atau barang tersebut memerlukan
biaya/ongkos untuk dipelihara.

c. Perolehan barang tersebut untuk digunakan dan dimaksudkan untuk digunakan serta
tidak untuk dijual/ dihibahkan/ disumbangkan/ diserahkan kepada pihak ketiga; dan

d. Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang
tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap sebagaimana ketentuan
batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang dijelaskan dalam Kebijakan Akuntansi Aset

tetap sebagai berikut:
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No. Uraian Jumlah Harga
Lusin/Set/Satuan (Rp)
Tanah 1
Peralatan dan Mesin, terdiri atas:
2.1 Alat-alat Berat 10.000.000
2.2 Alat-alat Angkutan 1.750.000
2.3 Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur 750.000
24 Alat-alat Pertanian/Peternakan 1.000.000
2.5 Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga
- Alat-alat Kantor 750.000
- Alat-alat Rumah Tangga 500.000
2.6 Alat Studio dan Alat Komunikasi 1.000.000
2.7 Alat-alat Kedokteran 5.000.000
2.8 Alat-alat Laboratorium 2.500.000
29 Alat Keamanan 1.000.000
2.10 Alat Olahraga 250.000
3 Gedung dan Bangunan, yang terdiri atas:
3.1 Bangunan Gedung 15.000.000
3.2 Bangunan Monumen 15.000.000
4 Jalan, Irigasi dan Jaringan, yg terdiri atas:
4.1 Jalan dan Jembatan 50.000.000
4.2 Bangunan Air/Irigasi 50.000.000
4.3 Instalasi 50.000.000
4.4 Jaringan 50.000.000
5 Aset Tetap Lainnya, yang terdiri atas:
5.1 Buku dan Perpustakaan *) 100.000
5.2 Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/ Olahraga 250.000
53 Hewan/Ternak dan Tumbuhan
a. Hewan 300.000
b. Ternak 300.000
c. Tumbuhan Pohon 300.000
d. Tumbuhan Tanaman Hias ekstrakomtabel
54 Aset Tetap Renovasi 15.000.000
6 Konstruksi Dalam Pengerjaan 1

Jika tidak memenuhi seluruh kriteria di atas, suatu pengeluaran belanja akan diperlakukan

sebagai belanja barang dan jasa.

Suatu pengeluaran belanja pemeliharaan akan diperlakukan sebagai belanja modal

(dikapitalisasi menjadi aset tetap) jika pemeliharaan tersebut bukan merupakan pemeliharaan

rutin tetapi merupakan rehab berat yang memenuhi seluruh kriteria huruf a, b dan ¢ sebagai

berikut:

a. Manfaat ekonomi atas barang/aset tetap yang dipelihara:

1) bertambah ekonomis/efisien, dan/atau

2) bertambah umur ekonomis, dan/atau

3) bertambah volume, dan/atau
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4) bertambah kapasitas produktivitas.

b. Ada perubahan bentuk fisik semula dan secara pengelolaan barang milik daerah tidak
ada proses penghapusan; dan

c. Nilai rupiah pengeluaran belanja atas pemeliharaan barang/aset tetap tersebut
material/melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap sebagaimana ketentuan
batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang dijelaskan di Kebijakan Akuntansi Aset tetap

sebagai berikut:

Jumlah Harga
No. Uraian Lusin/Set/Satuan
(Rp)
1 Tanah 1
2 Peralatan dan Mesin, terdiri atas:
2.1 | Alat-alat Berat 10.000.000
2.2 | Alat-alat Angkutan: 1.750.000
2.3 | Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur 750.000
2.4 | Alat-alat Pertanian/Peternakan 1.000.000
2.5 | Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga
- Alat-alat Kantor 750.000
- Alat-alat Rumah Tangga 500.000
2.6 | Alat Studio dan Alat Komunikasi 1.000.000
2.7 | Alat-alat Kedokteran 5.000.000
2.8 | Alat-alat Laboratorium 2.500.000
2.9 | Alat Keamanan 1.000.000
2.10 | Alat Olahraga 250.000
3 Gedung dan Bangunan, yang terdiri atas:
3.1 Bangunan Gedung 15.000.000
3.2 Bangunan Monumen 15.000.000
4 Jalan, Irigasi dan Jaringan, yg terdiri atas:
41 Jalan dan Jembatan 50.000.000
4.2 Bangunan Air/Irigasi 50.000.000
4.3 Instalasi 50.000.000
4.4 | Jaringan 50.000.000
5 Aset Tetap Lainnya, yang terdiri atas:
5.1 Buku dan Perpustakaan 100.000
5.2 Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan 250.000
5.3 Hewan/Ternak dan Tumbuhan
a. Hewan 300.000
b. Ternak 300.000
c. Tumbuhan Pohon 300.000
Tumbuhan Tanaman Hias ekstra komtabel
5.4 d. Aset Tetap Renovasi 15.000.000
6 Konstruksi Dalam Pengerjaan 1

Aset tetap yang mengalami overhaul/renovasi/perbaikan yang sifatnya dapat dikapitalisasi

menjadi aset tetap, masa manfaat aset bertambah sesuai dengan tabel berikut:
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Persentase Penambahan
Uraian Jenis Renovasi/Restorasi/Overhaul Masa Manfaat
dari Nilai Perolehan (Diluar (Tahun)
Penyusutan)
Peralatan dan Mesin
Alat-alat Berat Overhaul >0% s.d. 25% 2
>25% s.d 50% 4
>50% s.d 75% 6
>75% s.d.100% 7
Alat-alat Angkutan Overhaul >0% s.d. 25% 2
>25% s.d 50% 4
>50% s.d 75% 6
>75% s.d.100% 7
Alat-alat Bengkel dan Overhaul >0% s.d. 25% 2
Alat Ukur
>25% s.d 50% 4
>50% s.d 75% 6
>75% s.d.100% 7
Alat-alat Overhaul >0% s.d. 25% 1
Pertanian/Peternakan
>25% s.d 50% 2
>50% s.d 75% 3
>75% s.d.100% 4
Alat-alat Kantor dan Overhaul >0% s.d. 25% 1
Rumah Tangga
>25% s.d 50% 2
>50% s.d 75% 3
>75% s.d.100% 4
Alat-alat Kantor Overhaul >0% s.d. 25% 1
>25% s.d 50% 2
>50% s.d 75% 3
>75% s.d.100% 4
Alat-alat Rumah Tangga Overhaul >0% s.d. 25% 1
>25% s.d 50% 2
>50% s.d 75% 3
>75% s.d.100% 4
Alat Studio dan Alat Overhaul >0% s.d. 25% 1
Komunikasi
>25% s.d 50% 2
>50% s.d 75% 3
>75% s.d.100% 4
Alat-alat Kedokteran Overhaul >0% s.d. 25% 1
>25% s.d 50% 2
>50% s.d 75% 3
>75% s.d.100% 4
Alat-alat Laboratorium Overhaul >0% s.d. 25% 1
>25% s.d 50% 2
>50% s.d 75% 3
>75% s.d.100% 4
Alat Keamanan Overhaul >0% s.d. 25% 1
>25% s.d 50% 2
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Persentase Penambahan
Uraian Jenis Renovasi/Restorasi/Overhaul Masa Manfaat
dari Nilai Perolehan (Diluar (Tahun)
Penyusutan)
>50% s.d 75% 3
>75% s.d.100% 4
Alat Olahraga Overhaul >0% s.d. 25% 1
>25% s.d 50% 2
>50% s.d 75% 3
>75% s.d.100% 4
Gedung dan Bangunan
Bangunan Gedung Renovasi >0% s.d. 25% 5
>25% s.d 50% 10
>50% s.d 75% 15
>75% s.d.100% 20
Bangunan Monumen Renovasi >0% s.d. 25% 5
>25% s.d 50% 10
>50% s.d 75% 15
>75% s.d.100% 20
Jalan, Irigasi dan
Jaringan
Jalan/Jembatan Renovasi >0% s.d. 25% 5
>25% s.d 50% 10
>50% s.d 75% 15
>75% s.d.100% 20
Bangunan Air/Irigasi Renovasi >0% s.d. 25% 5
>25% s.d 50% 10
>50% s.d 75% 15
>75% s.d.100% 20
Instalasi Renovasi >0% s.d. 25% 5
>25% s.d 50% 10
>50% s.d 75% 15
>75% s.d.100% 20
Jaringan Overhaul >0% s.d. 25% 5
>25% s.d 50% 10
>50% s.d 75% 15
>75% s.d.100% 20
ASET TETAP DALAM
RENOVASI
Peralatan dan Mesin Overhaul >0% s.d. 25% 1
dalam
Renovasi
>25% s.d 50% 2
>50% s.d 75% 3
>75% s.d.100% 4
Gedung dan bangunan Renovasi >0% s.d. 25% 5
dalam
Renovasi
>25% s.d 50% 10
>50% s.d 75% 15
>75% s.d.100% 20
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Persentase Penambahan

Uraian Jenis Renovasi/Restorasi/Overhaul Masa Manfaat
dari Nilai Perolehan (Diluar (Tahun)
Penyusutan)

Jaringan  Irigasi  dan Renovasi >0% s.d. 25% 5

Jaringan /Overhaul

dalam Renovasi
>25% s.d 50% 10
>50% s.d 75% 15
>75% s.d.100% 20

Penambahan masa manfaat karena overhaul/renovasi/perbaikan yang sifatnya dapat

dikapitalisasi, maksimal sesuai dengan masa manfaat ekonomi aset.

Barang yang memiliki kriteria barang “pecah belah” seperti gelas dan piring tidak diperlakukan
sebagai persediaan pakai habis, tetapi dicatat sebagai barang ekstrakomptabel dengan
pertimbangan barang tersebut relatif mudah tidak berfungsi karena mudah pecah atau rusak.
Barang berupa tirai/gorden/vertical blind/sejenis yang peruntukannya dimaksudkan untuk
pencadangan penggantian yang rusak (untuk pemeliharaan) diakui sebagai persediaan pakai
habis (dianggarkan sebagai belanja pakai habis). Pengadaan baru barang berupa
tirai/gorden/vertical blind/sejenis yang memenuhi batas kapitalisasi diperlakukan sebagai aset
tetap (dianggarkan sebagai belanja modal). Barang berupa flashdisk/usb/sejenis yang belum
digunakan diperlakukan sebagai persediaan pakai habis (belanja bahan pakai habis), dengan
pertimbangan bahwa barang tersebut relatif mudah hilang. Tumbuhan/tanaman hias yang
dicadangkan untuk pemeliharaan taman diperlakukan sebagai persediaan (belanja barang
dan jasa).

Dalam Hal Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah serta Penyelesaian Pekerjaan
yang Tidak Terselesaikan pada Akhir Tahun Anggaran 2022 berdasarkan Peraturan
Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 65 Tahun 2022 Pasal 16 huruf a
sampai dengan g terhadap saldo realisasi belanja modal Tahun Anggaran 2022 adalah dalam
hal pekerjaan melalui SPM-LS Kontraktual yang Berita Acara Serah Terima pekerjaan dibuat
setelah tanggal 20 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 tidak
diselesaikan/tidak dapat diselesaikan 100% (seratus persen) sampai dengan berakhirnya
masa kontrak atau sampai dengan 31 Desember 2022 dan akan dilanjutkan Tahun Anggaran
2023 maka pencairan jaminan pembayaran akhir tahun anggaran dilakukan dengan
ketentuan sebagai berikut:
a. Penyedia barang/jasa melakukan perpanjangan masa berlaku/mengganti Jaminan
Pembayaran Akhir Tahun Anggaran 2022.
b. Penyedia barang/jasa menyampaikan Jaminan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran
yang telah diperpanjang/diganti sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada
PA/KPA/PPK.

LKPD Tahun 2022 | Audited BAB IV | Kebijakan Akuntansi 45



c. Masa berlaku Jaminan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran 2022 sebagaimana
dimaksud pada huruf a paling singkat sampai dengan batas waktu penyelesaian sisa
pekerjaan yang tercantum dalam surat pernyataan kesanggupan.

d. PA/KPA menyampaikan pemberitahuan atas pekerjaan yang akan dilanjutkan pada
tahun anggaran berikutnya kepada Kepala SBPK, paling lambat 5 (lima) hari kerja
setelah akhir tahun anggaran berkenaan dengan dilampiri:

1) Fotokopi surat pernyataan kesanggupan dari penyedia barang/jasa yang telah
dilegalisir PA/KPA.

2) BAPP sampai dengan 31 Desember 2022.

3) Asli Jaminan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran yang telah diperpanjang/diganti,
dengan nilai jaminan paling sedikit sebesar nilai pembayaran yang belum ada
prestasinya, dan masa pengajuan klaim selamat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak
berakhirnya jaminan tersebut yang dibuat sesuai Format 6 sebagaimana tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur
ini; dan

4) Asli Surat Kuasa Klaim/Pencairan Jaminan (bermaterai cukup) dari PA/KPA/PPK
kepada Kepala SBPK sesuai lingkup wilayahnya untuk mencairkan Jaminan
Pembayaran Akhir Tahun Anggaran, yang dibuat sesuai Format 7 sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Gubernur ini.

e. Dilakukan penyelesaian dengan mengacu ketentuan sisa pekerjaan yang tidak
terselesaikan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2022, perubahan kontrak dan tata
cara penyelesaian sisa pekerjaan yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini,

f.  Pekerjaan yang dilanjutkan pada Tahun Anggaran 2023 dicatat dalam laporan keuangan
ketentuan sebagai berikut:

1) Atas progress pekerjaan yang telah diselesaikan berdasarkan BAPP sampai dengan
tanggal 31 Desember 2022 dicatat sebagai bagian dari Konstruksi Dalam
Pengerjaan; dan

2) Atas sisa pekerjaan yang dilakukan mulai tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan
perpanjangan waktu 50 (lima puluh) hari kalender dicatat sebagai belanja
barang/modal dibayar di muka.

g. Dalam rangka pencatatan sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka SKPD/Unit SKPD

membuat BAPP sampai dengan 31 Desember 2023.
4.3.3 Pembiayaan

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, baik
penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam
penganggaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terutama dimaksudkan untuk menutup defisit

dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan Pembiayaan diakui pada saat
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diterima pada Rekening Kas Umum Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan diakui pada saat
dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah. Akuntansi penerimaan pembiayaan
dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan

tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasi dengan pengeluaran).
4.3.4 Pendapatan-LO

Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang diakui sebagai penambah
ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan yaitu saat diterbitkannya
Surat Ketetapan atas pendapatan terkait atau pada saat pendapatan terealisasi, yaitu adanya

aliran masuk sumber daya ekonomi.

Pendapatan-LO diklasifikasikan menurut sumber pendapatan dan dikelompokkan menurut
asal dan jenis pendapatan, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO, Pendapatan Transfer-
LO, Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO, Surplus Non Operasional-LO, dan

Pendapatan Luar Biasa-LO.

Pendapatan-LO berbasis akrual diakui pada saat:
a. Timbulnya hak atas pendapatan, yaitu saat diterbitkannya Surat Ketetapan atas
pendapatan terkait;

b. Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

Pendapatan-LO secara umum dicatat:

a. Sebesar nilai nominal pada Bukti Penerimaan atau SKPD/SKRD atau dokumen
ketetapan lainnya yang belum dilunasi pada saat penyusunan laporan keuangan;

b. Sebesar estimasi nilai wajar barang/jasa yang diterima untuk pendapatan-LO yang

diperoleh dari hibah.

Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan
pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan
pengeluaran). Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat
variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu
dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan. Pendapatan yang
diakui setelah diterbitkannya surat ketetapan akan dicatat sebesar nilai nominal yang
tercantum di dalam surat ketetapan dimaksud. Surat ketetapan sebagaimana dimaksud dapat
berupa ketetapan pajak/retribusi, Perpres tentang DAU, SK Menteri Keuangan tentang Dana
Bagi Hasil, SK Gubernur tentang Bagi Hasil ke Kabupaten/Kota dan sebagainya. Demikian
halnya pendapatan yang diakui tanpa surat ketetapan akan dicatat sebesar nilai nominalnya.
Contoh, pendapatan jasa giro/bunga deposito akan dicatat sebesar nilai nominal kas yang

diterima pemda. Pendapatan berupa barang/jasa akan dicatat sebesar estimasi nilai wajar
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dari barang/jasa yang diterima pada tanggal transaksi. Contoh, pendapatan hibah berupa
barang atau hibah berupa jasa konsultasi.

Pendapatan - LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO) sesuai dengan klasifikasi dalam
Bagan Akun Standar (BAS). Rincian dari Pendapatan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan
Keuangan (CaLK) sesuai dengan klasifikasi sumber pendapatan.

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan Pendapatan-LO adalah:

a. Penerimaan Pendapatan-LO tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun
anggaran.

b. Penjelasan mengenai Pendapatan-LO yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan
terjadi hal-hal yang bersifat khusus.

c. Informasilainnya yang dianggap perlu.
435 Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang
menurunkan ekuitas. Beban dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya
kewajiban. Beban diakui pada saat:

a. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Penurunan manfaat ekonomi
atau potensi jasa terjadi pada saat terdapat penurunan nilai aset sehubungan dengan
penggunaan aset bersangkutan, berlalunya waktu. Contohnya adalah penyisihan
piutang, penyusutan aset tetap, dan amortisasi aset tidak berwujud.

b. Terjadinya konsumsi aset, yaitu:

1) pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban
(Contohnya pembayaran gaji pegawai, pembayaran perjalanan dinas, pembayaran
hibah); dan/atau

2) konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah daerah (Contohnya
penggunaan persediaan).

c. Timbulnya kewajiban, yaitu saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain kepada
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah,
Timbulnya kewajiban antara lain diakibatkan penerimaan manfaat ekonomi dari pihak
lain yang belum dibayarkan atau akibat perjanjian dengan pihak lain atau karena
ketentuan peraturan Perundang-undangan. Contohnya adalah diterimanya tagihan
rekening telepon dan rekening listrik yang belum dibayar Pemerintah Provinsi DKI

Jakarta.

Dalam hal badan layanan umum, beban diakui sesuai dengan peraturan perundangan yang

mengatur mengenai badan layanan umum daerah.

Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi dan dikelompokkan berdasarkan jenis

beban yang terdiri dari Beban Operasi-LO: Beban Pegawai, Beban Barang Dan Jasa, Beban
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4.3.6

Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyisihan Piutang, Dan
Beban Lain-Lain; Beban Penyusutan Dan Amortisasi; Beban Transfer: Beban Bagi Hasil Pajak
Daerah, Beban Bagi Hasil Pendapatan Lainnya, Beban Bantuan Keuangan antar Daerah
Provinsi, Beban Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota, Beban Bantuan
Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota, Beban Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota
ke Daerah Provinsi, Beban Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke
Desa, Beban Transfer Dana Otonomi Khusus Provinsi kepada Kabupaten/Kota; Beban Tak

Terduga; dan Defisit Non Operasional.

Beban disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari Beban dijelaskan dalam

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menerapkan penyusutan aset dan amortisasi aset tidak
berwujud sejak Tahun 2015, dengan Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 9 Tahun
2016 tentang Penyusutan Aset Tetap Pertama Kali dan Instruksi Sekretaris Daerah Provinsi
DKI Jakarta Nomor 23 Tahun 2016 tentang Amortisasi Aset Tidak Berwujud.

Koreksi atas beban, termasuk penerimaan kembali beban, yang terjadi pada periode beban
dibukukan sebagai pengurang beban pada periode yang sama. Apabila koreksi terjadi pada
periode berikutnya, setelah laporan keuangan audited terbit, koreksi atas beban dibukukan
sebagai pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan

dengan pembetulan pada akun ekuitas.

Beban yang sifatnya tidak rutin dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional.
Termasuk dalam beban dari kegiatan non operasional antara lain beban penjualan aset non
lancar, beban penyelesaian kewajiban jangka panjang, dan beban dari kegiatan non

operasional lainnya. Sedangkan pengeluaran yang terjadi akibat pembelian barang yang tidak

dikapitalisasi sebagai aset tetap diakui sebagai beban barang.
Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Provinsi
DKI Jakarta sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau
sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya
nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-
sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini
tidak termasuk hutan, sumber daya alam yang dapat diperbaharui (regenerative natural

resources), kandungan pertambangan, eksplorasi, penggalian mineral, minyak dan gas alam.

Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh mempunyai nilai
atau biaya yang dapat diukur dengan andal, atau pada saat diterima atau kepemilikannya

dan/atau penguasaannya berpindah. Pengukuran aset adalah sebagai berikut:
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d. Kas dicatat sebesar nilai nominal;
e. Investasijangka pendek dicatat sebesar nilai perolehan;
f.  Piutang dicatat sebesar nilai nominal;

g. Persediaan dicatat sebesar:
1) Biaya Perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
2) Harga Pokok Produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
3) Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar dan Aset Nonlancar, dengan penjelasan sebagai
berikut:

4.3.6.1 Aset Lancar

a. Aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika:

1) diharapkan segera direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam
waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan, atau

2) berupa kas dan setara kas.

Semua aset selain yang termasuk dalam (a) dan (b), diklasifikasikan sebagai

aset non lancar.

b. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan
persediaan. Pada pos kas dan setara kas berdasarkan peraturan Gubernur
Nomor 161 Tahun 2017, kas di kas daerah sekurang-kurangnya harus
mengungkapkan saldo kas di rekening penampungan. Saldo rekening
penampungan merupakan jumlah belanja yang sudah dipertanggungjawabkan
namun belum dilakukan pemindahbukuan ke rekening pihak ketiga (outstanding
check). Informasi tentang hal tersebut cukup diungkapkan dalam Catatan atas
Laporan Keuangan. Pos-pos investasi jangka pendek antara lain deposito
berjangka 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan, surat berharga yang mudah
diperjualbelikan. Pos-pos piutang antara lain piutang pajak, retribusi, denda,
bagian lancar penjualan angsuran, bagian lancar tuntutan ganti rugi, dan piutang
lainnya yang diharapkan diterima dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah
tanggal pelaporan. Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli
dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang pakai habis seperti alat tulis
kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang
bekas pakai seperti komponen bekas.

c. Kas adalah uang tunai yang setiap saat dapat ditarik dan digunakan untuk
melakukan pembayaran dan membiayai kegiatan pemerintah daerah. Kas juga

dapat berupa saldo simpanan di bank yang sangat likuid yang siap
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dijabarkan/dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang

signifikan.

Kas pemerintah daerah yang dikuasai dan di bawah tanggung jawab bendahara

umum daerah terdiri dari:

1) Saldo rekening kas daerah, yaitu saldo rekening-rekening pada bank yang
ditentukan oleh gubernur, bupati/walikota untuk menampung penerimaan
dan pengeluaran termasuk rekening yang diatur dengan Perjanjian Kerja
Sama antara Kepala BPKD selaku BUD dengan pihak Bank;

2) Setara kas, antara lain berupa surat utang Negara (SUN)/obligasi dan
deposito kurang dari 3 bulan, yang dikelola oleh bendahara umum daerabh;

3) Uang tunai di bendahara umum daerah.
Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah
Provinsi DKI Jakarta dan/atau hak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang dapat
dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat perjanjian atau akibat
lainnya berdasarkan peraturan Perundang-undangan atau akibat lainnya yang
sah.
Piutang pemerintah daerah diakui pada saat timbulnya hak tagih pemerintah
daerah antara lain karena adanya tunggakan pungutan pendapatan, perikatan,
transfer antar pemerintahan dan kerugian daerah serta transaksi lainnya yang
belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan. Secara umum, pengukuran
piutang dicatat sebesar nilai nominal atas SKPD/SKRD/dokumen ketetapan
lainnya/naskah perjanjian yang belum dibayar sampai dengan akhir tahun
berjalan.

1) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih
a) Aset berupa piutang di neraca agar terjaga nilainya sama dengan nilai

bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value).

b) Alat untuk menyesuaikan adalah dengan melakukan penyisihan
piutang tidak tertagih. Kebijakan penyisihan piutang tidak tertagih
dirumuskan dengan sikap penuh hati-hati agar kebijakan ini mampu
menghasilkan nilai yang diharapkan dapat ditagih atas piutang yang
ada per tanggal neraca.

c) Penyisihan piutang tak tertagih bukan merupakan penghapusan
piutang. Dengan demikian, nilai penyisihan piutang tak tertagih akan
selalu dimunculkan dalam laporan keuangan, paling tidak dalam CalLK,
selama piutang pokok masih tercantum atau belum dihapuskan sesuai

dengan peraturan yang berlaku.
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2)

d)

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang dibentuk
sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan

penggolongan kualitas piutang.

Kualitas Piutang

a)

b)

d)

e)

)

Kualitas Piutang adalah hampiran atas ketertagihan piutang yang
diukur berdasarkan kepatuhan membayar kewajiban oleh debitur.
Penyisihan piutang diperhitungkan dan dibukukan dengan periode
yang sama timbulnya piutang, sehingga dapat menggambarkan nilai
yang betul-betul diharapkan dapat ditagih. Penyisihan piutang yang
kemungkinan tidak tertagih dapat diprediksi berdasarkan pengalaman
masa lalu dengan melakukan analisa terhadap saldo-saldo piutang
yang masih outstanding.

Dalam rangka melaksanakan prinsip kehati-hatian atas piutang

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta:

(1) Menilai kualitas piutang;

(2) Memantau dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan
agar hasil penagihan piutang yang telah disisihkan senantiasa
dapat direalisasikan.

Penilaian kualitas piutang dilakukan berdasarkan umur Piutang pada

tanggal laporan keuangan;

Kualitas Piutang ditetapkan dalam 4 (empat) golongan, yaitu:

(1) Kualitas lancar;

(2) Kualitas kurang lancar;

(3) kualitas diragukan; dan

(4) kualitas macet.

Penggolongan Kualitas Piutang Pajak dilakukan dengan ketentuan:

(1) Kualitas lancar, dengan kriteria umur piutang sampai dengan 1
tahun.

(2) Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria umur piutang di atas 1
tahun sampai dengan 2 tahun.

(3) Kualitas Diragukan, dengan kriteria Umur piutang di atas 2
sampai dengan 5 tahun.

(4) Kualitas Macet, dengan kriteria umur piutang di atas 5 tahun.

Penggolongan kualitas piutang retribusi daerah dapat dipilah

berdasarkan karakteristik sebagai berikut:

(1) Kualitas Lancar, jika umur piutang 0 sampai dengan 1 bulan;

(2) Kualitas Kurang Lancar, jika umur piutang 1 sampai dengan 3

bulan;
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h)

(3) Kualitas Diragukan, jika umur piutang 3 sampai dengan 12
bulan;

(4) Kualitas Macet, jika umur piutang lebih dari 12 bulan.

Khusus untuk penggolongan Kualitas piutang transfer Pemerintah

Pusat, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Daerah Lainnya, piutang

tersebut digolongkan menjadi piutang dengan Kualitas Lancar.

Penggolongan kualitas Piutang selain pajak, retribusi dan transfer

Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Daerah

Lainnya, dilakukan dengan ketentuan:

(1) Kualitas lancar, dengan kriteria umur piutang sampai dengan 1
tahun.

(2) Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria umur piutang di atas 1
tahun sampai dengan 2 tahun.

(3) Kualitas Diragukan, den gan kriteria Umur piutang di atas
2 tahun sampai dengan 5 tahun.

(4) Kualitas Macet, dengan kriteria umur piutang di atas 5 tahun.

Persentase Taksiran Penyisihan Piutang Tak Tertagih ditetapkan

sebesar:

Persentase Taksiran Penyisihan Piutang Tak
Tertagih (%)

Penggolongan
No Bukan

Pajak dan
Retribusi

dan transfer

Kualitas Piutang
Pajak Retribusi Transfer

a Lancar 0,5 0,5 0,5 0,5

b Kurang Lancar 10 10

10

c Diragukan 50 50

50

d Macet 100 100

100

k)

Penyisihan piutang tak te